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BAB I 
PENDAHULUAN 

Anggaran Pendapatan dan Belanj a  Negara (APBN) sebagai alat untuk 

mendukung strategi pembangunan nasional yaitu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi (pro growth), menciptakan lapangan kerja  (pro job), 

memperbaiki kesej ahteraan rakyat (pro poor), dan pembangunan yang 

berwawasan lingkungan (pro environment) dapat berjalan efektif apabila 

didukung oleh penyerapan anggaran yang baik. Namun demikian, sampai 

saat ini penyerapan anggaran masih memiliki pola yang tidak ideal yaitu 

cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran, di mana realisasi anggaran 

rendah sampai dengan triwulan ketiga, namun meningkat tajam pada 

triwulan keempat. Kondisi tersebut disebabkan karena Kementerian 

Negara/ Lembaga masih belum optimal dalam menyusun rencana 

pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam rencana penarikan dana dan 

rencana penerimaan dana termasuk dalam pengawasan implementasinya. 

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesum rencana akan 

berdampak pada terbentuknya pola penyerapan yang teratur, sehingga 

dapat memberikan kepastian waktu dan jumlah penarikan dana dalam 

rangka penyusunan perencanaan kas yang baik oleh Menteri Keuangan 

selaku Bendahara Umum Negara. Hal tersebut dapat mendukung 

pelaksanaan pembang"4nan dan pertumbuhan ekonomi yang merata, serta 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas 

pelaksanaan suatu kegiatan untuk kemudian dij adikan sebagai bahan 

perbaikan tahapan pelaksanaan berikutnya. 

Selanjutnya, berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, Satker 

menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) yang terdiri dari RPD Bulanan 

dan RPD Harian . Satuan Kerj a  (Satker) yang dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional ,  

maka Satker tersebut juga waj ib menyampaikan Rencana Penerimaan Dana, 

yaitu rencana penyetoran penerimaan yang ditetapkan oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) . Berdasarkan RPD dimaksud,  akan tergambar 

pola penarikan dan perkiraan kebutuhan dana Satker selania 1 (satu) tahun 

anggaran . Di samping itu, adanya Rencana Penerimaan Dana akan dapat 

meningkatkan kepastian atas tercapainya target penerimaan Satker.  
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Pentingnya perencanaan kas mulai disadari sejak dikeluarkannya 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
Dalam penj elasan undang-undang tersebut, diuraikan bahwa salah satu 
fungsi perbendaharaan adalah melaksanakan perencanaan kas . 
Perencanaa:q kas diperlukan dalam rangka pengelolaan sumber daya 
keuangan pemerintah yang terbatas . Selain itu, perencanaan kas JUga 
penting untuk memprediksi dan memastikan ketersediaan kas pada masa 
yang akan datang. Berdasarkan perencanaan kas, pemerintah dapat 
mengambil berbagai kebijakan penting dalam memastikan bahwa negara 
memiliki kas yang cukup untuk memenuhi pembayaran kewajiban dalam 
rangka pelaksanaan APBN.  Selain untuk pengelolaan likuiditas, 
perencanaan kas juga dapat memberikan informasi yang dipakai untuk 
memanfaatkan kas yang belum dipergunakan . 

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 

bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan kas . Di sisi lain, Satker 

pada Kementerian Negara dan Lembaga sebagai pengguna dana APBN waj ib 

menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran kepada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) , disampaikan secm·a berjenj ang 

dan digabungkan menjadi perencanaan kas di tingkat nasional . Sej ak 

pertama kali diperkenalkan pada tahun 2006,  perencanaan kas sudah 

mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Namun demikian, sampai saat 

ini proyeksi . penerimaan dan pengeluaran Kementerian Negara/ Lembaga 

masih belum mampu memberikan data yang akurat . 

penyempurnaan penyusunan proyeksi penenmaan 

Kementerian Negara/ Lembaga penting untuk dilakukan . 

Memperhatikan hal terse but, kiranya 

Oleh karena itu,  

dan pengeluaran 

perlu dilakukan 

penyempurnaan mekanisme perencanaan kas,  yaitu dengan 

mempertimbangkan masukan dari Satker dan KPPN JUga sekaligus 

memperhatikan best practice dalam membuat perencanaan kas . 

Penyempurnaan tersebut juga harus mencakup penyediaan format yang 

lebih sederhana dan praktis serta lebih fokus pada transaksi-transaksi atau 

Satker yang mempunyai nilai transaksi besar dan secara signifikan 

mempengaruhi akurasi perencanaan kas . Selain itu, mekanisme pelaporan 

dan pemutakhiran (update) data perencanaan kas juga harus dibuat 

sederhana dan menggunakan media/ sarana tercepat. 
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Pengaturan RPD dan Rencana Penerimaan Dana terdapat dalam 
Pasal 3 1  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20 1 3  tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a  Negara, yang menyebutkan 
bahwa RPD . paling sedikit memuat: (a) rencana pelaksanaan kegiatan, 
keluaran dan j enis belanj a; (b) periode penarikan; dan (c) jumlah nominal 
penarikan . Selain itu, dalam Pasal 32 disebutkan bahwa Rencana 
Penerirriaan Dana paling sedikit memuat j enis penenmaan, periode 
penyetoran dan jumlah nominal penerimaan . Pengaturan terkait RPD juga · 
terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 9 0 / PMK. O S / 20 1 2  
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja  Negara, bahwa KPA berwenang menetapkan 
rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana yang disusun 
oleh PPK. 

Pengaturan perencanaan kas terdapat pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah . Pasal 32  

ayat ( 1 )  menyatakan "Menteri Keuangan selaku BUN atau Kuasa BUN Pusat 

bertanggungjawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo 

kas minimal" dan Pasal 32 ayat (4) menyatakan "Dalam rangka pembuatan 

perencanaan kas ,  kementerian negaraj lembaga dan pihak-pihak lain yang 

terkait dengan penerimaan dan pengeluaran APBN waj ib menyampaikan 

proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara 

Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara" . 

Pengaturan tersebut rnenegaskan adanya kewaj iban · dan tugas 

antara Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) der;tgan 

Menteri/  Piinpinan Lembaga selaku Chief Operational Officer (COO) . Menteri 

Keuangan selaku CFO bertanggungjawab membuat perencanaan 'kas dan 

Menteri/ Pimpinan Lembaga berkewajiban menyampaikan proyeksi 

penerimaan dan pengeluaran . 

1 . 3 .  MAKSUD 

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk operasional bagi unit yang 

terlibat dalam penyusunan RPD Bulanan, RPD Harian, dan Rencana 

Penerimaan Dana agar dapat memahami dan mengimplementasikan 

penyusunan RPD Bulanan, RPD Harian dan Rencana Penerimaan Dana 

dengan baik. 
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Tujuan penyusunan modul ini adalah untuk memberikan panduan 

dan pedoman mengenai RPD Bulanan, RPD Harian dan Rencana 

Penerimaan Dana yang dilakukan oleh unit terkait .  

1 . 5 .  SISTEMATIKA PENULISAN 

Modul ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II RPD BULANAN 

BAB III RPD HARlAN 

BAB IV RENCANA PENERIMAAN DANA 

BAB V PENUTUP 
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BAB II 

RENCANA PENARIKAN DANA BULANAN 

2 . 1 .  PENYUSUNAN RENCANA PENARIKAN DANA BULANAN 

Setiap tahurt Satker menyusun RPD Bulanan yang tertuang dalam 

DIPA .  Namun, dalam praktiknya penyusunan rencana penarikan dana 

tersebut belum sesuai dengan yang cliharapkan. Akibatnya, selalu timbul 

perbedaan antara rencana yang telah disusun dengan realisasinya, baik 

terkait jumlah maupun waktu pelaksanaannya. Oleh karena itu,  untuk 

meningkatkan kualitas dan akurasi RPD Bulanan Satker, penyusunan RPD 

Bulanan dilakukan berdasarkan: 

1 .  Target penarikan dana yang akan dicapai 

Target merupakan sasaran yang ditetapkan .. untuk dicapai . Target 

memiliki dua fungsi, bagi unit atasan Satker (Unit Eselon I Kementerian 

Negaraj Lembaga) , target berfungsi sebagai alat monitoring pencapaian 

kinerj a. Bagi Satker sendiri, target berfungsi sebagai sasaran yang 

hendak dicapai . 

2 .  Analisis 

Setelah RPD Bulanan disusun perlu dilakukan analisis . Hal ini bertujuan 

untuk menguji apakah RPD Bulanan yang telah disusun tersebut dapat 

mendorong tercapainya target penarikan dana yang telah ditetapkan . 

Salah satu analisis yang dapat dilakukan adalah dengan 

membandingkan antara realisasi tahun lalu dengan RPD Bulanan atau 

kesesuaian Rencana Penerimaan Dana dengan tren penerimaan tahun 

sebelumnya. Analisis dapat dilakukan berdasarkan j enis kegiatannya. 

Berkenaan dengan penjelasan diatas , penyusunan RPD Bulanan 

hendaknya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

1 .  Penetapan target Penarikan Dana tingkat Kementerian Negara/ Lembaga 

oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga. 

2 .  Berdasarkan · target Penarikan Dana tingkat Kementerian 

Negara/ Lembaga, ditetapkan target Penarikan Dana tingkat Unit Eselon I 

oleh Pimpinan Unit Eselon I .  

3 .  Berdasarkan target Penarikan Dana tingkat Unit Eselon I ,  ditetapkan 

target Penarikan Dana tingkat Satker oleh KPA.  

4 .  Berdasarkan target Penarikan Dana tingkat Satker, Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) menyusun RPD Bulanan . 
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2 . 1 . 1 .  Penetapan Target Penarikan Dana Tingkat Kementerian Negara/ Lembaga 

Penetapan target Penarikan Dana tingkat Kementerian 

Negara/ Lembaga dilakukan dalam rangka mencapai target indikator 

kinerj a  yang terdiri dari indikator outcomej indikator kinerj a  program dan 

indikator outputj indikator kinerja  kegiatan . Penetapan target Penarikan 

Dana tingkat Kementerian Negara/ Lembaga tersebut berpedoman pada 

Surat Edaran Bersama anta,ra Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan yang mengatur 

mengenai pedoman reformasi perencanaan dan pembangunan . 

Target Penarikan Dana tingkat Kementerian Negara/ Lembaga 

ditetapkan berupa persentase berdasarkan perhitungan nominal perkiraan 

rencana pelaksanaan kegiatan seluruh Satker tingkat Kementerian 

Negara/ Lembaga per bulan dibagi total nominal perkiraan rencana 

pelaksanaan kegiatan ·seluruh Satker tingkat Kementerian 

Negara/ Lembaga dalam 1 (satu) tahun anggaran . Penetapan target 

penarikan dana berupa persentase per bulan dan per j enis belanj a  dengan 

memperhatikan tahapan dan waktu pelaksanaan program dan kegiatan . 

Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan dapat ditentukan dari 

tahapan sebagai berikut: 

1 .  Identifikasi j enis kegiatan dan tahapan pelaksanaan kegiatan 

Setiap Kementerian Negara/ Lembaga mengidentifikasi j enis kegiatan 

dan tahapan pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsi 

yang melekat . 

Contohnya, Kementerian Sosial mempunym kegiatan penyah1ran 

bantuan sosial kepada keluarga miskin, dengan tahapan kegiatan 

meliputi pengumpulan data, verifikasi data, penetapan penerima 

bantuan, penyaluran bantuan, monitoring penyaluran bantuan, dan 

pelaporan . 

2 .  Penetapan waktu pelaksanaan kegiatanj timeframe 

Setelah j enis kegiatan dan tahapan pelaksanaan kegiatan 

diidentifikasi ,  selanjutnya ditetapkan waktu pelaksanaan dari masing­

masing tahapan kegiatan tersebut dari awal sampai akhir dengan 

mempertiinbangkan efisiensi dan ketepatan waktu pelaksanaan serta 

memperhatikan urutan pelaksanaan kegiatan . 
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Contohnya, berdasarkan tahapan kegiatan penyaluran bantuan sosial 
kepada keluarga rriiskin sebagaimana tersebut pada contoh di atas,  
Kementerian Sosial akan menentukan waktu pelaksanaan sesuai 
urutan dari setiap tahapan dan alokasi anggaran yang diperlukan 
pada s�tiap tahapan. Alokasi anggaran yang terbesar tentu saj a harus 
dialokasikan pada tahapan penyaluran bantuan (nilaij nominal 
bantuan) kepada keluarga miskin . 

2 . 1 . 2 .  Penetapan Target Penarikan Dana Tingkat Unit Eselon I 

Berdasarkan target Penarikan Dana tingkat Kementerian Negara/ 

Lembaga, Pimpinan Unit Eselon I menetapkan target Penarikan Dana 

tingkat Unit Eselon I setiap tahunnya. Penetapan tersebut dilakukan 

dalam rangka mencapm target indikator kinerj a  berupa indikator 

outcome/ indikator kinerja  program dan indikator outputj indikator kiilerj a  

kegiatan . Perlu adanya penyesuaian waktu pelaksanaan program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan pada beberapa wilayah atau oleh Satker 

vertikal unit Eselon I, dengan memperhatikan kendala yang terj adi pada 

masing-masing wilayah . 

Target Penarikan Dana tingkat Unit Eselon I ditetapkan berdasarkan 

persentase yang diperoleh dari nominal perkiraan rencana pelaksanaan 

kegiatan seluruh Satker tingkat Unit Eselon I per bulan dibagi total 

nominal perkiraan rencana pelaksanaan kegiatan seluruh Satker tingkat 

Unit Eselon I dalam 1 (satu) tahun anggaran . Penetapan target Penarikan 

Dana berupa persentase per 
.
bulan dan per j enis belanj a  dengan 

memperhatikan tahapan dan waktu pelaksanaan program dan kegiatan . 

Contohnya, dalam tahapan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan 

sosial kepada keluarga miskin yaitu kegiatan verifikasi data keluarga 

miskin, diperlukan survei ke lokasi di mana keluarga miskin tersebut 

bertempat tinggal, yang memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Hal 

ini tentunya harus menjadi pertimbangan dalam penetapan tahapan waktu 

pelaksanaan atas daerah terpencil atau pedalaman tersebut. 

2 . 1 . 3 .  Penetapan Target Penarikan Dana Tingkat Satker 

Berdasarkan target Penarikan Dana tingkat Unit Eselon I ,  setiap 

tahun KPA menetapkan target Penarikan Dana tingkat Satl�er.  Penetapan 

target Penarikan Dana tersebut dalam rangka mencapai target indikator 

kinerj a  berupa indikator output/ indikator kinerj a  kegiatan . Penetapan 
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target penarikan dana tersebut juga memperhatikan tahapan dan waktu 

pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Unit Eselon 

I termasuk penyesuaian yang mungkin dilakukan dengan 

rriempertimbangkan kendala yang kemungkinan terjadi . 

Target Penarikan Dana tingkat Satker ditetapkan berupa persentase 

yang diperoleh dari nominal perkiraan rencana pelaksanaan kegiatan per 

bulan dibagi total nominal perkiraan rencana pelaksanaan kegiatan dalam 

1 (satu) tahun anggaran . Co�tohnya, dalam tahap pelaksanaan penyaluran 

bantuan sosial kepada keluarga miskin yaitu verifikasi data, diperlukan 

survei ke lokasi tempat tinggal, yang ternyata mayoritas terletak di 
. . 

pedalaman atau daerah terpencil . Agar pelaksanaan kegiatan dapat selesai 

tepat waktu, maka Satker tersebut harus memulai kegiatan lebih dahulu 

(mendahului Satker lain yang tidak menghadapi kendalaj kesulitan seperti 

Satker tersebut) . 

2 . 1 . 4 .  Penyusunan RPD Bulanan Tingkat Satker 

PPK menyusun RPD Bulanan dengan cara sebagai berikut: 

1 .  Melakukan identifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan 

Urituk memudahkan dalam penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan 

dan RPD Bulanan, PPK melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan yang 

akan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatannya, yang dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

a .  Kegiatan Kontraktual, yaitu kegiatan yang melibatkan pihak ketiga 

dimana dalam pelaksanaannya memerlukan proses pengadaan 

barang/j asa, yang dilaksanakan sesum dengan ketentuan 

mengenm pengadaan barang/jasa pemerintah . Rencana 

pelaksanaan dan nilai nominal untuk kegiatan pengadaan 

barangjj asa sudah dapat dipastikan karena dilakukan secara 

kontraktual, sehingga lebih mudah dalam merencanakannya. 

Namun demikian, dalam menyusun RPD, harus diperhitungkan 

selisih waktu antara pelaksanaan kegiatan dengan pelaksanaan 

pembayaran (pengajuan SPM ke KPPN) . Terdapat kemungkinan 

terj adi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan yang berbeda 

dengan pelaksanaan pembayaran ataupun terj adi perubahan 

rencana pelaksanaan kegiatan semula, sehingga perlu penyesuaian 

antara rencana pelaksanaan kegiatan dengan RPD Bulanan . 
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Contohnya, dalam rencana pelaksanaan kegiatan terdapat 

penyelenggaraan kegiatan konsinyering yang direncanakan di 

minggu IV bulan Maret. Dalam menyusun RPD Bulanan, PPK 

harus memperhitungkan selisih waktu 

pe!I_lbayarannya (pengajuan SPP j SPM) . 
dengan pelaksanaan 

Dalam hal m1, RPD 

Bulanan untuk kegiatan konsinyering tersebut harus dicantumkan 

di bulan April . 

b .  Kegiatan Nonkontraktual, yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat 

dilaksanakan tanpa melalui proses pengadaan barangjjasa. 

Kegiatan nonkontraktual tersebut dapat dibedakan menjadi 2 ,  

yaitu : 

1 )  Kegiatan Rutin/ Operasional 

Kegiatan Rutin/ Operasional adalah kegiatan yang bersifat 

rutin, dan dilaksanakan dalam rangka mendukung 

operasional kantor, misalnya pengadaan alat tulis kantor, 

pemeliharaart kendaraan, pemeliharaan gedung, dan 

pembayaran listrik/ air . Jadwal pelaksanaan kegiatan 

rutin/ operasional dapat diatur secara berkala/ periodik 

(misalnya bulanan, triwulanan, atau semesteran) . 

2 )  Kegiatan Swakelola 

Contoh : 

Jenis 
Kegiatan 

Rutin 

Kegiatan Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/ j asa di 

mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/ atau 

diawasi sendiri oleh satker Kementerian Negara/ Lembaga 

sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain 

dan/ atau kelompok masyarakat . Contoh kegiatan swakelola 

adalah perjalanan dinas, kegiatan sosialisasi/ seminar/ rapat. 

Uraian Kegiatan 

Pemeliharaan gedung/ 
ban gun an 

Waktu 
Pelaksanaan 

Triwulanan 

· Rencana 
Penarikan Dana 

Minggu pertama 
. · bulan berikutnya . 

Minggu pertama 
awal triwulan 

berikutnya 
Minggu . ketiga . 

· 

bulan April . . . 
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2 .  Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun 

anggaran 

Setelah mengidentifikasi kegiatan, langkah selanjutnya adalah 

menyusun rencana pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun 

anggaran . Rencana pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan 

berdasarkan kategorisasi kontraktua] dan nonkontraktual sebagaimana 

telah diuraikan di atas . 

Perencanaan pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan kontraktual dapat 

mengacu pada tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan 

oleh Menteri/  Pimpinan Lembaga dalam petunjuk pe1aksanaan 

kegiatan . Satker kemudian melakukan penyesuaian dengan kondisi 

yang dihadapi, misalnya apabila Satker telah melaksanakan proses 

pelelangan pembanguni=:m gedung pada tahun anggaran yang lalu, 

maka pada tahun anggaran berjalan sudah bisa dimulai dengan 

pelaksanaan kegiatan konstruksi pembangunan gedung. 

Untuk kegiatan rutin atau operasional dan swakelola dapat 

direncanakan sesum dengan kebutuhan . Contohnya, untuk 

pembayaran langganan dayajjasa dibuat RPD untuk setiap bulan, 

untuk pemeliharaan gedung direncanakan setiap triwulan, dan untuk 

kegiatan sosialisasi penyusunan laporan keuangan dilaksanakan 

setelah diterbitkannya peraturan baru . 

FORMULIR 1 
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20XX 

Kementerian Negara / Lembaga 

Unit Eselon ! / Program 

Satker 

Kode Uraian Pagu 
Jadwal 

Pelaksanaan 
( 1 ) (2) (3) (4) 

Tata Cara Pengisian Rencana Pelaksanaan Kegiatan : 

( 1 ) Diisi kode Kegiatan, Indikator Kinerja  Kegiatan (IKK) , Output) 
Komponen, Sub Komponen, dan Akun sesuai DIPA 

(2)  Diisi uraian Kegiatan, Indikator Kinerja  Kegiatan (IKK) , Output) 
Komponen, Sub Komponen, dan Akun sesuai DIPA 

(3)  Diisi jumlah pagu (Rp) 

(4) Diisi jadwal pelaksanaan kegiatan (dalam mingguj bulan) 
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3 .  Mengalokasikan dana sesuai rencana pelaksanaan kegiatan per bulan 

Tahap berikutnya adalah mengalokasikan anggaran pada setiap 

kegiatan. Anggaran dialokasikan per bulan yang dirinci menurut 

program, kegiatan, output, komponen, sub komponen dan jenis belanj a  

dengan memperhatikan ketersediaan pagu. 

4 .  Menuangkan rencana pelaksanaan kegiatan dan alokasi dana dalam 
RPD Bulanan 

Langkah selanjutnya, PPK menyusun RPD Bulanan berdasarkan 

rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun . RPDBulanan 

disusun per bulan yang dirinci menurut program, kegiatan, output, 

komponen, sub komponen, dan jenis belanja  dengan memperhatikan 

ketersediaan pagu pada masing-masing kegiatan . Penyusunan RPD 

Bulanan menggunakan format sebagai berikut: 

FORMULIR 2 
RENCANA PENARIKAN DANA BULANAN TINGKAT SATKER 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

Kernen terian 
Negaraj Lembaga 

Unit Eselon ! / Program 
Satker 
Kode Uraian Pagu Jan · Feb Mar . . . .  Des 

( 1 )  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) ( 1 5) 
Jumlah 

( 1 6) 

Catatan : Form ini digunakan untuk tingkat Satker, Unit Eselon I dan 

Kementerian Negaraj Lembaga 

Tata Cara Pengisian Rencana Penarikan Dana Bulanan : 

( 1 )  Diisi kode Kegiatan, Output, Komponen, Sub Komponen, dan j enis 
belanj a  

(2)  . Diisi uraian Kegiatan, Output, Komponen, Sub Komponen, dan 
j enis belanja 

(3 )  Diisi jumlah pagu 

(4) s . d .  ( 1 5) Diisi sesuai j adwal pelaksanaan kegiatap 

( 1 6) Diisi jumlah penarikan dana untuk setiap bentuk kegiatan per 
j enis belanja  
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5 .  Membandingkan RPD Bulanan dengan target Penarikan Dana Satker 

Setelah RPD Bulanan disusun, PPK melakukan analisis kembali terkait 
dengan kesesuaian RPD Bulanan dengan target Penarikan Dana yang 
telah ditetapkan . 

6 .  Melakukan penyesuaian RPD Bulanan 

Dalam hal RPD Bulanan yang telah disusun tidak mendukung 

pencapaian target Penarikan Dana, maka PPK dapat melakukan 

penyesuaian RPD Bulanan, yang dilakukan d.engan cara: 

a .  menggeser kegiatan lain ke periode dimana target tersebut tidak 

terpenuhi; atau; 

b .  mengatur ulang kegiatan, terutama pada kegiatan yang terikat 

suatu kondisi tertentu dan/ atau kegiatan yang membutuhkan 

prasyarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu (misalnya musim 

tanam a tau j adwal ujian nasional) . 

2 . 1 . 5 .  Penetapan RPD Bulanan Tingkat Satker 

Sebelum RPD Bulanan ditetapkan, KPA menganalisis RPD Bulanan 

yang disusun oleh PPK untuk memastikan bahwa RPD Bulanan yang 

disusun oleh PPK tersebut logis,  realistis ,  dan optimis ,  sehingga rencana 

yang disusun dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. 

Apabila disetujui KPA, RPD Bulanan akan digabung dan ditetapkan 

menj adi RPD Bulanan tingkat Satker. 

Contoh analisis KPA atas RPD Bulanan yang disampaikan PPK, 

antara lain : 

1 .  Kesesuaian RPD Bulanan dengan target Penarikan Dana tingkat Satker 

KPA meneliti apakah RPD Bulanan sudah sejalan dengan usaha 

pencapaian target Penarikan Dana tingkat Satker yang bersangkutan 

dengan pagu DIPA.  Apabila belum sejalan, maka KPA memberikan 

saran/ masukan dan mengembalikan RPD Bulanan kepada PPK 

berkenaan untuk diperbaiki . Perbaikan RPD Bulanan disampaikan 

kembali oleh PPK kepada KPA untuk dianalisis kembali dan ditetapkan . · 
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2 .  Menciptakan pola penarikan dana yang mendorong percepatan 
penyerapan anggaran 

KPA melakukan berbagai langkah dalam rangka mendorong dan 

memperbaiki pola penyerapan anggaran, misalnya dengan meneliti 

kesesuaian RPD Bulanan dengan Rencana Umum Pengadaan Barang 

dan/ atau Jasa, serta membandingkan pola penarikan dana tahun 

anggaran yang seda:rig disusun dengan tahun anggaran sebelumnya. 

RPD Bulanan disusun bertujuan untuk menghindari terjadinya 

penumpukan penarikan danapada akhir tahun anggaran . Atas hal 

tersebut, perlu dilakukari analisis sebagai berikut: 

a .  meneliti kesesuaian kegiatan-kegiatan prioritas sudah dijadwalkan 

denga� target penyelesaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian 

Negaraj Lembaga; 

b. meneliti kesesuaian kegiatan-kegiatari. yang sifatnya dapat segera 

dilaksanakan telah dijadwalkan pada awal tahun anggaran; dan 

c. menilai kecenderungan pola penyerapan anggaran yang lebih 

banyak dilakukan di akhir tahun anggaran . 

Apabila berdasarkan hasil analisis terdapat perbaikan atau koreksi, 

maka PPK menyusun perbaikan RPD Bulanan dan menyampaikan kembali 

kepada KPA untuk dianalisis kembali . Apabila telah sesum, KPA 

menetapkan RPD Bulanan tersebut menjadi RPD Bulanan tingkat Satker. 

Selanjutnya, RPD Bulanan tingkat Satker tersebut disampaikan kepada 

Unit Eselon I terkait dan KPPN . PPK bertanggung jawab atas pencapaian 

target penarikan dana yang akan membawa dampak pada pencapaian 

realisasi anggaran, sebagaimana yang tercantum dalam RPD . Selanjutnya 

KPA mempunyai kewaj iban untuk mengawasi, melakukan supervisi, dan 

memonitor pelaksanaan RPD . 

2 . 1 . 6 .  Penetapan RPD Bulanan Tingkat Unit Eselon I 

Unit Eselon I menerima, menghimpun dan menganalisis RPD 

Bulanan tingkat Satker. RPD Bulanan tersebut selanjutnya ditetapkan 

sebagai RPD Bulanan tingkat Unit Eselon I Kementerian Negara/ Lembaga 

dan disampaikan kepada Kementerian Negara/ Lembaga. Berdasarkan hasil 

analisis,  apabila terdapat ketidaksesuaian atas RPD Bulanan, Unit Eselon I 

melakukan bimbingan teknis kepada Satker di lingkup wilayah kerjanya. 

Bentuk bimbingan teknis dapat disesuaikan dengan keperluan dan 
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diserahkan kepada masing..,masing Unit Eselon I .  Dalam hal Unit Eselon I 
bertindak selaku Satker, maka proses penyusunan RPD Bulanan mengacu 

pada proses penyusunan RPD pada tingkat Satker. 

2 . 1 . 7 . Penetapan RPD Bulanan Tingkat Kementerian Negara/ Lembaga 

Kementerian Negaraj Lembaga menenma, menghimpun dan 
menganalisis RPD Bulanan dari Unit Eselon I di bawahnya. RPD Bulanan 
tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi RPD Bulanan tingkat Kementerian 
Negara/ Lembaga. RPD Bulanan selanjutnya digunakan oleh Kementerian 
Negaraj Lembaga sebagai alat monitoring dan evaluasi pe�aksanaan 
anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga. 

2 . 1 . 8 .  Penyusunan RPD Bulanan Tingkat KPPN 

KPPN menerima, menghimpun dan menganalisis RPD Bulanan 
tingkat Satker, yang selanjutnya ditetapkan sebagai RPD Bulm�an tingkat 
KPPN dan disampaikan kepada Kanwil Ditj en Perbendaharaan . Dalam hal 
berdasarkan analisis terdapat ketidaksesuaian antara RPD Bulanan 
dengan data DIPA, KPPN mengembalikan RPD Bulanan dimaksud kepada 
Satker .  

Berdasarkan analisis yang dilakukannya, KPPN melakukan 

bimbinga'n teknis kepada Satker di lingkup wilayah kerj anya. Tujuan dari 

bimbingan teknis adalah memberikan informasi kepada Satker mengenai 

hasil analisis RPD Bulanan tingkat Satker yang dilakukan oleh KPPN dan 

memberikan proses edukasi mengenai penyusunan RPD . Penyusunan RPD 

Bulanan tingkat KPPN menggunakan format sebagai berikut : 

FORMULIR 3 

RPD BULANAN TINGKAT KPPN TAHUN ANGGARAN 20XX 

KPPN : 

Kode Satker Pagu Jan Feb Mar . . . .  Des 
( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) ( 1 5) 

Tata Cara Pengisian RPD Bulanan tingkat KPPN: 
( 1 )  Diisi kode Bagian Anggaran, Program, Kegiatan, dan Output 
(2)  Diisi kodej nama Satker dan jenis belanja  
(3 )  Diisi jumlah pagu 
(4) s . d .  ( 1 5) Diisi sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan 

Jumlah 
( 1 6) 

( 1 6) Diisi jumlah penarikan dana untuk per output dan per j enis belanja  
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2 . 1 . 9 .  Penyusunan RPD Bulanan Tingkat Kanwil DJPBN 

Kanwil DJPBN menerima, menghimpun, dan menganalisis RPD 

Bulanan tingkat KPPN . RPD Bulanan tersebut selanjutnya ditetapkan 

sebagai RPD Bulanan tingkat Kanwil DJPBN dan disampaikan kepada 

Direktorat Pelaksanaan Anggaran . Apabila berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan atas RPD Bulanan tingkat KPPN ternyata terdapat 

ketidaksesuaian antara RPO Bulanan dengan data DIPA, maka Kanwil 

DJPBN :  

1 .  memberitahukan kepada Satker untuk melakukan revisi DIPA yang 

memuat RPD dan Rencana Penerimaan Dana; dan 

2 .  melakukan pembinaan Satker lingkup wilayah kerj anya. 

Penyusunan RPD Bulanan tingkat Kanwil DJPBN menggunakan 

format se bagai berikut: 

FORMULIR 4 

RPD BULANAN TINGKAT KANWIL DJPBN TAHUN ANGGARAN 20XX 

Kantor Wilayah : 

Kode KPPN Pagu Jan Feb Mar . . . . 
( 1 )  (2)  (3) (4) (5) (6) 

Tata Cara Pengisian RPD Bulanan tingkat Kanwil DJPBN:  
( 1 )  Diisi kode Bagian Anggaran, Program, dan Kegiatan 
(2)  Diisi kodej nama KPPN dan jenis belanja  
(3)  Diisi jumlah pagu 
(4) s . d .  ( 1 5) Diisi sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan 

Des Jumlah 
( 1 5) ( 1 6) 

( 1 6) Diisi jumlah penarikan dana untuk per output dan per jenis belanj a  

2 . 1 . 1 0 .  Penyusunan RPD Bulanan Tingkat Nasional 

Direktorat Pelaksanaan Anggaran menerima, menghimpun, dan 

menganalisis RPD Bulanan tingkat Kanwil DJPBN, yang selanjutnya 

ditetapkan sebagai RPD Bulanan tingkat Nasl.onal . RPD Bulanan 

dimaksud selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan 

laporan manaj erial tingkat nasional . 
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FORMULIR 5 

RPD BULANAN TINGKAT NASIONAL TAHUN ANGGARAN 20XX 

Kode Kanwil Pagu Jan Feb Mar . . . .  
( 1 ) (2) (3) (4) (5)  (6) 

Tata Cara Pengisian RPD Bulanan tingkat Nasional : 
( 1 )  Diisi kode Bagian Anggaran, Program, dan Kegiatan 
(2)  Diisi kodej nama Kanwil dan jenis belanja 
(3)  Diisi jumlah pagu 
(4) s . d .  ( 1 5) Diisi sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan 

Des 
( 1 5) 

Jumlah 
( 1 6) 

( 1 6) Diisi jumlah penarikan dana untuk per output dan per j enis belanj a  

2 . 2 .  PEMUTAKHIRAN RPD BULANAN 

RPD Bulanan dan Rencana Penerimaan Dana dapat mengalami 

perubahan atau penyesuaian . Perubahan atau penyesuaian RPD Bulanan 

dan Rencana Penerimaan Dana disebut pemutakhiran (update) . Faktor­

faktor yang dapat mengakibatkan pemutakhiran RPD Bulanan : 

1 .  Percepatan pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan percepatan 

penarikan dana 

Apabila terdapat kegiatan yang dipercepat pelaksanaannya, misalnya 

semula direncanakan pada minggu I bulan April, namun kegiatan 

tersebut dipercepat pelaksanaannya menjadi minggu I bulan Maret 

mengingat terdapat kebijakan untuk mendorong percepatan penyerapan 

anggaran . Perubahan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut berakibat 

pada perubahan RPD Bulanan, sehingga RPD Bulanan dimaksud perlu 

dimutakhirkan . 

2 .  Penundaan pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan penundaan 

penarikan dana 

Contohnya, suatu kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada 

Minggu II bulan Februari, baru dapat dilaksanakan pada Minggu I bulan 

Mei karena terdapat perubahan kebij akan dari Kementerian 

Negaraj Lembaga, sehingga berakibat pada perubahan RPD yang perlu 

dimutakhirkan . 

3 .  Revisi anggaran 

Dalam hal terdapat pergeseran/ revisi anggaran, 

Operasional Kegiatan (POK) maupun revisi DIPA 

perubahan pada RPD, maka RPD 

baik revisi Petunjuk 

yang mengakibatkan 

Bulan an perlu 
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disesuaikan/ dimutakhirkan . Penyesuaian a tau pemutakhiran atas RPD 

Bulanan tersebut dilakukan setelah revisi anggaran disahkan . 

4 .  Perbedaan antara RPD Bulanan dengan realisasinya 

Setiap bulan RPD Bulanan perlu dilakukan penyesuaian dengan 

realisasinya, sehingga dapat diketahui setiap perubahan data yang 

terj adi, termasuk apakah realisasi telah sesuai dengan RPD Bulanan . 

Dalam hal terdapat sisa · RPD Bulanan yang bel urn terealisasi, maka 

harus secepatnya direncanakan pada bulan-bulan berikutnya. 

5 .  Hasil analisis PPK terhadap pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana 

Dalam hal ini termasuk adanya perubahan rencana akibat suatu kondisi, 

misalnya penyelesa1an pekerjaan yang tidak tepat waktu oleh pihak 

ketiga, adanya kebijakan baru dari kantor pusat Kementerian 

Negara/ Lembaga atau pemerintah pusat, dan lain-lain . 

2 . 2 . 1 .  Pemutakhiran RPD Bulanan Tingkat Satker 

Satker menyusun pemutakhiran RPD Bulanan tingkat Satker. 

Pemutakhiran tersebut digunakan sebagai dasar pengajuan revisi anggaran 

berupa ralat RPD Bulanan danj atau Rencana Penerimaan Dana pada DIPA 

yang memuat RPD Bulanan dan/ atau Rencana Penerimaan Dana. Revisi 

dilakukan sesum ketentuan yang ada, sedangkan pemutakhiran 

dilaksanakan pada akhir bulan berb�naan, j ika memang RPD Bulanan 

tingkat Satker tidak sesuai lagi dengan rencana pelaksanaan kegiatan 

ataupun rencana penarikan dana. 

Sesuai ketentuan, revisi anggaran berupa ralat RPD pada DIPA yang 

memuat RPD dan/ atau Rencana Penerimaan Dana dilakukan dengan 

frekuensi paling ban yak 1 ( satu) kali dalam 1 ( satu) bulan dan diajukan 

bersamaan dengan pengajuan revisi anggaran lainnya. Namun demikian, 

apabila selama dua bulan berturut-turut tidak terdapat pengajuan revisi 

anggaran lainnya, Satker yang melakukan pemutakhiran RPD dapat 

mengajukan revisi ralat RPD pada DIPA yang memuat RPD danj atau 

Rencana Penerimaan Dana. Tata cara pengajuan revisi ralat RPD tersebut 

mengikuti Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran . 

Dalam menyusun pemutakhiran RPD Bulanan tingkat Satker, PPK 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Membandingkan realisasi · anggaran dengan RPD Bulanan tingkat 

Satl�er. 
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2 .  Melakukan penyesuman atas rencana pelaksanaan kegiatan (waktu) 
dan alokasi anggaran (rupiah) terhadap : 

a .  kegiatan yang ditunda; 

b .  kegiatan yang dipercepat pelaksanaannya; 

c .  revi_si anggaran; dan/ atau 

d .  hasil analisis KPA/ Eselon I Kementerian Negara/ Lembaga. 
3 .  Dalam hal terjadi perbedaan antara realisasi dan RPD Bulanan tingkat 

Satker, maka selisihnya diperhitungkan dengan RPD Bulanan tingkat 
Satker bulan berikutnya. 

4 .  Menuangkan pemutakhiran kedalam pemutakhiran RPD Bulanan . 

5 .  Menyusun penjelasan atas terjadinya perubahan karena: 

a .  realisasi belanja lebih besar j kecil dibandingkan dengan RPD 

bulan an; 

b .  percepatan pelaksanaan kegiatan; 

c .  penundaan pelaksanaan kegiatan; 

d .  rev1s1 anggaran; 

e .  hasil analisis KPA/ Eselon I Kementerian Negara/ Lembaga; 

danj atau 

f. sisa anggaran yang tidak digunakan lagi . 

6 .  Meneliti kembali kesesuaian pemutakhiran RPD Bulanan tingkat Satker 

dengan target penarikan dana yang telah ditetapkan dan melakukan 

perbaikan apabila diperlukan . 

7 .  Mengisi · persentase capaian keluaran atas kegiatan-kegiatan yang 

sudah dilaksanakan . 

8 .  Menyampaikan pemutakhirari RPD Bulanan tingkat Satker ke KPA 

untuk dianalisis dan ditetapkan . 

2 . 2 . 1 . 1  Pengisian Capaian Kinerja  (Output) atas Kegiatan yang Sudah 
Dilaksanakan 

Penentuan capaian kinerja/ output atas kegiatan yang sudah 

terlaksana dilakukan berdasarkan target kinerja .  Apabila kegiatan 

sudah selesai dilaksanakan, akan lebih mudah memasukkan capman 

kinerja/  output yang dihasilkan . Langkah-langkah pengukuran capman 

kinerj a  tersebut sebagai berikut: 

1 .  PPK menyusun Daftar Kemajuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan 

yang memuat informasi tentang uraian kegiatan, pagu, realisasi, 

beban DIPA dan waktu pelaksanaan . 



M ENTE R I K E UANGAN 

R E P U B L I K  I N D O N ES IA 

- 22 -

2 .  PPK menyusun Laporan Realisasi Kegiatan, Anggaran, dan Kinerj a  

berdasarkan Daftar Kemajuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan 

se bagaimana dimaksud pada angka 1 .  

Terdapat berbagai pertimbangan dalam pengukuran capman 

kinerj a  atas suatu kegiatan yang masih berlangsung, misalnya realisasi 

anggaran atas suatu kegiatan sebesar 50% belum tentu mencerminkan 

capaian kinerj a  sebesar 5�%, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu,  

Satker perlu memberikan justifikasi dalam mengukur capaian kinerj a  

atas kegiatan yang masih berlangsung atau belum selesai seluruh 

tahapan kegiatannya. Pengisian capaian kinerja  tersebut dapat 

dilakukan pada level output saja  atau bisa lebih rinci hingga level sub 

output dan komponen . Pengisian capaian kinerja  dituangkan dalam 

Daftar Kemajuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya 

digunakan PPK untuk melakukan pemutakhiran RPD Bulanan tingkat 

Satker� yang selanjutnya disampaikan kepada KPPN dan Unit Eselon I 

Kementerian Negara/ Lembaga. 

Penyusunan Daftar Kemajuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan 

dapat menggunakan format sebagai berikut: 

FORMULIR 6 
DAFTAR KEMAJUAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN 

TAHUN ANGGARAN 20XX 
Kernen terian N egara 
/ Lembaga 

Unit E,selon ! / Program 

Satker 

Kode Uraian Pagu Realisasi 
Capaian Jadwal 
Kinerja  Pelaksanaan 

( 1 )  (2) (3) (4) (5 )  (6)  

Tata Cara Pengisian Daftar Kemajuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan : 

( 1 ) Diisi kode Kegiatan, Indikator Kinerja  Kegiatan (IKK) , Output} 
Komponen, Sub Komponen, dan Akun sesuai DIPA 

(2)  Diisi uraian Kegiatan, Indikator Kinerja  Kegiatan (IKK) , Output} 
Komponen, Sub Komponen, dan Akun sesuai DIPA 

(3)  Diisi jumlah pagu dalam rupiah (Rp) 
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(4) Diisi realisasi (Rp) berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan yang 
terdiri dari : SP2D Langsung (SP2D-LS) / SP2D Penggantian Uang 
Persediaan (SP2D GUP) / SP2D Pertanggungjawaban Tambahan 
Uang Persediaan (SP2D PTUP) / SP2D Penggantian Uang Persediaan 
Nihil (SP2D GUP Nihil) 

(5 )  Diisi capaian kinerja  sesuai perkembangan pelaksanaan 
kegiatan/ progress (dalam %) 

(6) Diisi waktu pelaksanaan kegiatan (dalam minggu/ bulan) 

Pengisian capaian kinerja  tersebut dilakukan untuk mengetahui 

anggaran yang sudah direalisasikan dengan keluaran/ output yang 

sudah dicapai, sehingga Satker dapat melakukan penyesuaian atas 

pelaksanaan kegiatan maupun penarikan dananya. Sebagai contoh, 

sampai dengan bulan September realisasi belanja  pemeliharaan gedung 

baru mencapai 30% .  Namun berdasarkan perkiraan penyelesaian 

pekerj aan, pemeliharaan gedung tersebut seharusnya sudah mencapai 

60% . Setelah diadakan penelusuran, ternyata terdapat pekerj aan yang 

sudah diselesaikan namun belum dilakukan penagihan oleh penyedia 

barang/ jasa. Oleh karena itu, Satker harus mengingatkan kepada 

penyedia barang/jasa untuk segera menyampaikan tagihan atas 

pekerj aan yang sudah diselesaikan . 

Capaian kinerja  tersebut juga dapat digunakan oleh unit yang 

lebih tinggi (Unit Eselon I atau Kementerian Negara/ Lembaga) untuk 

menilai kinerj a  pada tahun berjalan atas Satker di wilayah ke1janya. 

Penilaian tersebut tidak hanya pada penyelesaian kegiatan yang menj adi 

tanggungjawabnya, · tetapi juga kinerja  dalam melakukan penyelesaian 

tagihan . 

2 . 2 . 1 . 2 Metode Pengisian Capaian Keluaran/ Output 

Terdapat beberapa metode pengisian capaian keluaran/ output 

yang dapat dijadikan referensi bagi Satker dalam menghitung 

keluaran/ output yang telah dicapainya, an tara lain : 

1 .  Metode perhitungan proporsi realisasi belanj a  terhadap pagu belanja  

pada output 

Metode ini dilakukan dengart membandingkan antara realisasi 

belanj a  dengan pagu belanja atas suatu kegiatan . Selanjutnya, 

persentase realisasi belanja  tersebut sekaligus merupakan persentase 

capaian keluaran/ output dari kegiatan terse but. Langkah-langkah 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
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a .  Menghitung realisasi belanja  atas suatu kegiatan dari SP2D yang 

sudah diterbitkan . 

b .  Menghitung persentase realisasi belanj a  dibandingkan dengan 

pagu belanj a  untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. 

c. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya digunakan untuk 

menghitung persentase keluaran/ output yang sudah dicapai . 

Contoh perhitungan pr:oporsi realisasi belanj a: 

Suatu Satker mempunym kegiatan Pelaksanaan Preservasi 

Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dengan salah satu outputnya 

Pemeliharaan Berkalaj Rehabilitasi Jalan untuk volume 1 8  km 

dengan alokasi anggaran Rp45 miliar. Sampai dengan bulan Juni 

20 1 4  telah dibayarkan sebagai berikut: 

• belanja honorarium panitia pengadaan barang dan jasa Rp 1 5  juta. 

• pe:mbayaran uang muka sebesar Rp9 miliar . 

• pembayaran termin I kepada kontraktor pelaksana sebesar 

Rp2 1 ,6miliar (setelah dipotong angsuran uang muka sebesar 

Rp5 ,  4 miliar) . 

• Pembayaran termin II kepada kontraktor pelaksana sebesar 

Rp 1 4 ,385  miliar (setelah dipotong angsuran uang tnuka sebesar 

Rp3 ,6  miliar) . 

Berdasarkan realisasi tersebut, output diukur dengan menghitung 

persentase antara realisasi dengan anggarannya, yaitu 

a.  Pembayaran Uang Muka Rp9 miliar 

Rp9 miliar 
------------- X 1 00% = 20 % 

Rp45 miliar 

Atas dasar pembayaran tersebut, capaian output kegiatan fisik 

sebesar 0% karena pembayaran uang muka belum disertai dengan 

capaian fisik, meskipun pembayarannya sudah mencapai 20%.  

b .  Pembayaran Termin I dapat dilakukan setelah kemajuan fisik 

mencapai 60% . 

Perhitungan pembayaran termin I :  

Rp2 1 ,6  miliar 
X 1 00% = 48% 

Rp45 miliar 
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Atas dasar pembayaran tersebut, capman output kegiatan fisik 
sebesar 60% dan akumulasi pembayaran sudah mencapai 68% 
(20%+48%) . 

c .  Pembayaran Termin II dapat dilakukan setelah kemajuan fisik 

mencapai 1 00% . 

Perhitungan pembayaran termin II : 

Rp l 4 , 385 miliar 
------------ X 1 00% = 3 1 ,97% 

Rp45 miliar 

Atas dasar pembayaran tersebut, capaian output kegiatan fisik 

sebesar 1 00% dan akumulasi pembayaran sudah mencapai 

99 ,97% (68%+3 1 ,97%) . 

d .  Pembayaran Honorarium sebesar Rp 1 5  juta 

Rp 1 5  juta 
____________ X 1 00% = 0 ,03 % 

Rp45 miliar 

Atas dasar pembayaran tersebut, capaian output kegiatan non 

fisik sebesar 1 00% dan akumulasi pembayaran sudah mencapai 

1 00% (99 ,97%+0,03%) . 

Capaian output sampai dengan bulan Juni 20 1 4  adalah 40% . Namun 

demikian, pengukuran capaian output tersebut tidak bisa dikaitkan 

langsung dengan panjang jalan yang telah diselesaikan (40% x 1 8  

km) . Hal m1 disebabkan karena pelaksanaan rehab j alan 

dilaksanakan dengan beberapa tahapan penyelesaian, misalnya 

pembersihan, penambalan, dan pelapisan ulang. Penetapan capaian 

output dilakukan berdasarkan dokumen sumber yang telah 

ditentukan, misalnya capaian output atas Pembangunan Gedung 

dengan dokumen sumber antara lain Berita Acara Penyelesaian 

Pekerjaan (BAPP) / Berita Acara Serah Terima (BAST) . 
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2 .  Metode pemberian bobot atas tahapan kegiatan-kegiatan yang sudah 

dilaksanakan 

Metode ini dilakukan dengan cara memberikan bobot tertentu atas 

tahapan yang dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu kegiatan . 

Selanjutnya, berakhirnya suatu tahap kegiatan tersebut digunakan 

untuk menghitung keluaran/ output yang dicapai . Penyelesaian 

tahapan tersebut baik atas penyelesaian pelaksanaan tahapan 

pekerj aan maupun penerbitan pembayaran atas tahapan kegiatan 

tersebut. Langkah...:langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a .  Menentukan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sudah 

diselesaikan . 

b .  Menghitung realisasi belanja  atas tahapan kegiatan dari SP2D 

yang sudah diterbitkan . 

Contoh perriberian bobot atas tahapan kegiatan yang sudah 
dilaksanakan : 

Suatu Satker mempunyai kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 

dengan salah satu output adalah Perluasan Peningkatan 

Kesej ahteraan Gelandangan, Pengemis, dan Pemulung melalui 

U saha Kemandirian dengan alokasi anggaran Rp 1 ,  6 miliar dan 

tahapan pelaksanaan sebagai berikut: 



No . 

1 .  

2 .  

3 .  

4 .  

5 .  

6 .  

7 .  
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Tahapan Kegiatan 

Pertemuan terpadu 
penanganan gelandangan, 
pengemis, dan pemulung 
antar instansi dan lembaga 
terkait 

Sosialisasi program kepada 
calon Warga Binaan Sosial 
(WBS) 

V erifikasi dan pengolahan 
data PMKS gelandangan, 
pengemis, dan pemulung. 

Pemberian bantuan so sial 
kepada WBS 

Pendampingan 

Koordinasi periodik lintas 
sektor dan pendamping 

Supervisi 

Jumlah 

Alokasi Bobot 
Tahapan Anggaran 

Kegiatan *) 

Rp 1 00 juta 1 0% 

Rp 1 50 juta 1 0% 

Rp 1 5  juta 5% 

Rp 1 ,22 50% 
miliar 

Rp85 juta 1 0% 

Rp20 juta 5% 

Rp 1 0  juta 1 0% 

Rp 1 ,6 miliar 1 00% 

*)pembobotan dilakukan berdasarkan asumsi, sehingga masing­
masing Satker dalam memberikan bobot atas tahapan kegiatan 
bisa berbeda. 

Misalnya, sampai dengan bulan Juli 20 1 4  telah dilaksanakan 

tahapan sampai dengan verifikasi dan pengolahan data PMKS 

gelandangan, pengemis, dan pemulung dengan jumlah nominal 

penarikan sebesar Rp265 juta. Atas penyelesaian tahapan 

kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut, maka capaian 

output berdasarkan pembobotan tersebut adalah sebesar 25%.  

Metode tersebut merupakan contoh yang dapat dij adikan 

referensi bagi Satker dalam menilai keluaran/ output yang telah 

dicapainya, sehingga bukan merupakan format baku yang harus 

diikuti oleh Satker. Dalam hal ini, Satker dapat menggunakan 

metode . lain yang sesuai dengan karakteristik kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Satker tersebut. 
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2 . 2 . 2 .  Pemutakhiran RPD Bulanan Tingkat Unit Eselon I 

Pemutakhiran RPD Bulanan tingkat Unit Eselon I digunakan untuk 

melihat realisasi baik dari sisi dana maupun output yang dicapai oleh 

Satker .  Jika Satker mengalami permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan 

ataupun pencairan dana, maka perlu diambil langkah-langkah 

penyelesaian atas permasalahan tersebut. Pemutakhiran RPD Bulanan dari 

Satker selanjutnya dikonsoli.dasikan dan disampaikan paling lambat akhir 

minggu keempat Maret dan/ a tau akhir minggu ketiga bulan berikutnya di 

mana terdapat pemutakhiran dalam tahun anggaran berkenaan kepada 

kementerian negaraj lembaga sebagai RPD Pemutakhiran tingkat Unit 

Eselon I .  

2 . 2 . 3 .  Pemutakhiran RPD Bulanan Tingkat Kementerian Negara/ Lembaga 

Pemuktahiran RPD tingkat Kernen terian Negara/ Lembaga 

digunakan · oleh kementerian negaraj lembaga untuk mengetahui 

kesesuaian realisasi RPD dengan arah ke bij akan kern en terian 

negaraj lembaga, relevansi realisasi RPD terhadap pencapaian tujuan 

kementerian negaraj lembaga, kesesuaian antara total RPD dan total 

realisasi RPD tingkat Kementerian Negara/ Lembaga, dan kesesuaian pola 

penarikan dana antara RPD dan Realisasi RPD tingkat Kementerian 

Negara/ Lembaga. 

2 . 2 .4 .  Pemutakhiran RPD Bulanan Tingkat KPPN 

KPPN menganalisis pemutakhiran RPD Bulanan yang disampaikan 

Satker.  Untuk pemutakhiran RPD yang diakibatkan oleh koreksi yang 

terj adi karena ada selisih antara realisasi dan RPD Bulanan (pemutakhiran 

RPD Bulanan yang disampaikan pada awal bulan berjalan) , KPPN wajib 

melakukan rekonsiliasi data realisasi belanja  pada pemutakhiran RPD 

Bulanan dengan data realisasi pada database KPPN untuk menj amin tidak 

ada perbedaan data realisasi antara Satker dan KPPN . Setelah dianalisis , 

KPPN menggabungkan pemutakhiran RPD Bulanan tingkat Satker menj adi 

pemutakhiran RPD Bulanan tingkat KPPN . 

2 . 2 . 5 .  Pemutakhiran RPD Bulanan Tingkat Kanwil DJPBN 

Kanwil DJPBN menerima pemutakhiran RPD Bulanan dari KPPN . 

Selanjutnya, Kanwil DJPBN menghimpun pemutakhiran RPD Bulanan dan 
Rencana Penerimaan Dana tingkat KPPN menj adi pemutakhiran RPD 

Bulanan dan Rencana Penerimaan Dana tingkat Kanwil D'JPBN.  
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2 . 2 . 6 .  Pemutakhiran RPD Bulanan Tingkat Nasional 

Direktorat Pelaksanaan Anggaran menerima pemutakhiran RPD 

Bulanan dari Kanwil DJPBN.  Direktorat Pelaksanaan Anggaran 

menghimpun pemutakhiran RPD Bulanan tingkat Kanwil DJPBN menj adi 

Pemutakhiran RPD Bulanan tingkat Nasional . Pemutakhiran RPD Bulanan 

digunakan sebagai alat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi 

penyerapan anggaran . 

2 . 3 .  CONTOH ANALISIS RENCANA PENARIKAN DANA 

2 . 3 . 1 .  Analisis Grafik Rencana Penarikan Dana 

Terdapat beberapa kemungkinan/ alternatif pola yang dapat terj adi 

atas RPD yang disusun oleh Satker, antara lain sebagai berikut: 

a .  Rupiah 

bulan/ triwulan 

Grafik di samping menunjukkan pola 

penarikan dana yang merata dari 

bulan ke bulan dalam 1 tahun. Pola 

merata ini dapat terjadi karena pagu 

dibagi 1 2  sehingga alokasi tiap 

bulannya sama. 

Grafik pada huruf a di atas dapat terjadi pada pembayaran yang bersifat 

rutin seperti belanja gaji, honor, tunjangan, langganan daya dan j asa.  

Namun untuk pembayaran honor cenderung dibayarkan dalam beberapa 

bulan sekaligus atau saat-saat tertentu seperti saat menjelang hari raya. 

KPPN dan Kanwil DJPBN dapat melakukan analisis tren pembayaran 

honor dan sej enisnya. 

b .  Rupiah 

bulan/ triwulan 

Grafik di samping menunjukan pola 

RPD yang menunjukan penarikan 

dana direncanakan rendah di awal 

tahun, namun memuncak di akhir 

tahun . 
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Grafik pada huruf b menunjukkan pola yang biasa terj adi dari tahun ke 

tahun pada hampir semua jenis belanja  dan setelah dievaluasi, pola ini 

dipandang tidak dapat menunjang peran APBN sebagai instrumen 

kebij akan pro poor, pro growth, pro job, dan pro environment. 

c .  Rupiah 

___ hul.an./-JJ:Lwulan_ 

Pola ini menunjukan rendah di awal 

tahun karena masih dalam tahap 

pers1apan, kemudian 

meningkat pada pertengahan 

karena sudah dalam 

mulai 

tahun 

tahap 

pelaksanaan kegiatan, dan menurun 

di akhir tahun karena mulai 

memasuki tahap penyelesaian . 

Grafik sebagaimana tergambar pada huruf c menunjukan pola penarikan 

dana yang ideal dan dipandang dapat menunjang peran APBN karena 

dengan pola penarikan dana seperti ini multiplier effect dari belanj a  

negara dapat segera dirasakan oleh masyarakat dan d i  samping itu dapat 

menggerakan perekonomian nasional . 

Salah satu j enis analisis yang dapat dilakukan adalah analisis 

tren/ pola pencainin dana. Analisis tren/ pola pencmran dana dilakukan · 

dengan tujuan: 

1 )  Meneliti indikasi percepatan pola penyerapan anggaran dari RPD tahun 

anggaran berj alan yang disampaikan oleh Satker 

Trenj pola RPD yang cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran 

(terutama di Triwulan IV) menggambarkan porsi RPD lebih besar di 

akhir tahun anggaran. Memperhatikan tren tersebut, dapat dikatakan 

bahwa RPD dimaksud belum mendukung percepatan penyerapan 

anggaran, karena multiplier effect fungsi APBN menjadi tidak optimal . 

Tren/ pola RPD dapat dikatakan mendukung percepatan penyerapan 

anggaran apabila besaran porsi RPD proporsional mulai di awal tahun 

anggaran (Triwulan I) , meningkat di Triwulan II dan mulai menurun di 

Triwulan III dan IV. 

Perlu penelitian lebih lanjut atas trenj pola penarikan dana yang 

cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran, terutama terhadap 

kegiatan-kegiatan yang semula direncanakan akan dilaksanakan pada 

akhir tahun anggaran, agar disarankan untuk digeser ke Triwulan II 
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atau Triwulan III . Contohnya, pengadaan peralatan dan mesm atau 

pengadaan mebel yang relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan 

cara penunjukan langsung, yang semula dilaksanakan pada bulan 

Maret, disarankan agar dapat dilakukan pada pertengahan bulan 

Januari . atau awal bulan Februari . Hal ini dikecualikan terhadap 

· kegiatan yang secara sifatj karakteristik kegiatannya atau berdasarkan 

peraturanj kebijakan memang harus dilaksanakan pada Triwulan IV, 

misalnya: 

• Penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis dalam rangka koordinasi 

dan persiapan penyU:sunan laporan keuangan Semester II . · 

• Sosialisasi peraturan mengenai langkah-langkah akhir tahun 

anggaran yang dilaksanakan pada bulan November, karena biasanya 

peraturanj kebijakannya diterbitkan menjelang akhir tahun anggaran 

(bulan September) . 

2 )  Membandingkan RPD dengan pola pencairan anggaran tahun yang lalu 

atau beberapa tahun yang lalu, untuk mendukung penelitian terhadap 

RPD yang disusun Satker pada tahun berjalan agar dapat mendorong 

perubahan pola pencairan dana sebagaimana dimaksud pada poin 1 .  

Dalam hal RPD yang disampaikan oleh Satker mengindikasikan pola 

penyerapan anggaran yang masih sama dengan pola penyerapan 

anggaran tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, yaitu 

terdapat kecenderungan menumpuk pada akhir tahun, maka perlu 

dilakukan perbaikan terhadap RPD dimaksud . 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh KPPN atau Unit Eselon I 

dalam rangka melakukan arialisis tren/ pola pencairan dana tingkat 

Satker, antara lain sebagai berikut: 

a) Berdasarkan ADK RPD Satker, dibuatkan trenj pola penarikan 

dananya dengan mengolah data dimaksud ke dalam bentuk 

bagan/ chart yang menggunakan grafik balok atau grafik garis/ line 

dan disusun setiap bulan . Grafik tersebut dapat memberikan 

informasi kecenderungan penarikan dana per bulan . 

Contoh: grafik yang menunjukan trenj pola RPD Satker A -

di tahun Anggaran 20 1 4  



.., c 
§ 
2 

M ENTE R I  K E UANGAN 

R E P U B L I K  I N D O N ES IA 

- 32 -

Grafik 1 :  Rencana Penarikan Dana Tingkat Satker A - Tahun 

Anggaran 20 1 4  

4 , 5 0 0  
RP D  Tingkat Sat1H�l ·  A · Ti\ 2 0 1 4  (dalam ju ta�m per huLm) 

4, 0 0 0  

3 , 5 0 0  

3 , 0 0 0  

2 ,500  

2 ,000  

1,5 0 0  

1 , 0 0 0  

5 0 0  

0 

Berdasarkan pola penarikan RPD tersebut (baik dalam % per bulan 

maupun dalam nominal rupiah per bulan) , dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

( 1 )  Rencana penarikan dana masih cukup rendah di awal tahun 

anggaran s .d .  Semester I baru mencapai 24 ,  7% . Mulai bulan 

Juli terjadi peningkatan-peningkatan penarikan dana yang 

mencapai puncaknya pada bulan September, November dan 

paling tinggi pada bulan Desember. Rencana belanj a  sebesar 

45% dari total anggaran direalisasikan sekaligus pada Triwulan 

IV, dengan porsi reaJisasi bulan Desember mencapai 25% .  

Trenj pola penarikan dana ini tentunya bukan pola yang dapat 

dikatakan baik atau ideal, bahkan dapat dikatakan bahwa RPD 

dimaksud belum mendukung percepatan penyerapan 

anggaran . 

(2)  Berdasarkan RPD Satker bersangkutan, KPPN atau Unit Eselon 

I perlu meneliti lebih lanjut terhadap kegiatan-kegiatan yang 

direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Desember 

tersebut, kemudian memberi masukan kepada Satker yang 

bersangkutan apakah bisa digeser ke triwulan sebelumnya. Hal 

tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisasi penumpukan 

penarikan dana pada Triwulan IV. 
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b) Perbandingan dengan trenj pola RPD Satker yang sama (Satker A) 

pada tahun yang lalu, misalnya RPD tahun 20 1 3 ,  sebagai berikut: 

Grafik 2: Rencana Penarikan Dana Tingkat Satl<:er A - Tahun 

Anggaran 2 0 1 3  

14,(0:) l.': 
.2 12,<XKJ 

Berdasarkan pola penarikan RPD tersebut, dapat diambil 

kesimpulan bahwa rencana penarikan dana masih rendah di awal 

tahun anggaran (RPD s .d .  Semester I baru mencapai 26%) , 

kemudian terjadi peningkatan yang signifikan pada bulan-bulan 

tertentu, yaitu bulan April dan Juli, kemudian mencapai 

puncaknya pada bulan Desember. Terdapat rencana belanj a  

sebesar 53 ,6% untuk direalisasikan sekaligus dalam kurun waktu 

bulan Oktober sd . Desember (Triwulan IV) , dengan porsi 39 ,2% 

khusus untuk bulan Desember. 

c) Dari perbandingan kedua grafik tersebut di atas , dapat diambil 

kesimpulan bahwa RPD Satker A tahun berjalan (tahun anggaran 

20 1 4) cenderung masih sama polanya dengan tahun lalu (tahun 

anggaran 20 1 3) ,  yaitu rencana penarikan masih dalam porsi yang 

besar (mencapai 45%-50% dari total pagu anggaran) direalisasikan 

sekaligus · pada Triwulan IV, · yang mengakibatkan terj adi 

penumpukan realisasi pada Triwulan IV (akhir tahun) . 

d) Langkah selanjutnya, KPPN atau Unit Eselon I dapat meneliti tren 

realisasi atau tren penyerapan anggaran Satker yang sama dengan 

tahun lalu atau dalam beberapa tahun sebelumnya (misalnya 

dalam kurun waktu 3 tahun) . 
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Misalnya, tren realisasi atau tren penyerapan anggaran 1 tahun 

yang lalu pada Satker yang sama (Satker A) sebagaimana 

digambarkan pada grafik berikut: 

Grafik 3 :  Realisasi Anggaran Satker A - Tahun Anggaran 2 0 1 3  
--------------------

Re aHsasi  A nggaran Sat l<e r A - TA 2 0 13  
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Berdasarkan grafik tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pola 

penyerapanj realisasi anggaran pada Satker A untuk tahun 

anggaran 20 1 3  cenderung sama dengan di tahun anggaran 20 1 4 .  

Realisasi masih rendah di awal tahun sekitar 1 %  tiap bulannya. 

Realisasi s .d .  bulan Juni (Semester I) baru mencapai 2 3 , 3% .  

Realisasi meningkat secara signifikan di bulan-bulan tertentu,  

yaitu Mei, Agustus, Oktober, November, bahkan mencapai 

puncaknya pada bulan Desember. Anggaran direalisasikan sebesar 

2 1 % dalam kurun waktu Triwulan III dan 55 ,7% dalam kurun 

waktu Triwulan IV. Porsi belanja  paling besar terj adi pada bulan 

Desember TA 20 1 3  sebesar 24 ,8% hampir sama dengan rencana 

penarikan TA 20 1 4  yaitu sebesar 25%.  

e) Membandingkan tren/ pola penarikan dana dengan Satker lain 

yang memiliki kesamaan jenisj karakteristik kegiatan dalam 

wilayah kerj a  KPPN yang sama. Contohnya, Satker A dan Satker B 

memiliki j enis kegiatan yang sama dan berada dalam wilayah KPPN 

yang sama, dan memiliki tren penarikan dana sebagai berikut: 
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Grafik 4 :  Rencana Penarikan Dana Tingkat Satker B - Tahun 

Anggaran 2 0 1 4  

RP D  Tingkat Satker B � l:A 2 0  14· (da lam ju taun per h ubnJ 
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Berdasarkan grafik RPD Satker B Tahun Anggaran 20 1 4  (Grafik 4) 

yang dibandingkan dengan grafik RPD Satker A Tahun Anggaran 

20 1 4  (Grafik 1 ) ,  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

� Rencana penarikan dana masih cukup rendah di awal tahun 

anggaran yaitu s .d .  semester I baru mencapai 26 ,9%.  Mulai 

bulan Agustus terjadi peningkatan penarikan dana yang 

mencapai puncaknya pada bulan September, November dan 

paling tinggi pada bulan Desember. Rencana belanj a sebesar 

4 2 ,  9% dari total anggaran direalisasikan sekaligus pad a 

Triwulan IV, dengan porsi penarikan dana untuk bulan 

Desember mencapai 23%.  

� Trenj pola penarikan dana pada Satker B tersebut di  atas 

hampir sama persis dengan pola penarikan dana Satker A. Pola 

penarikan dana dan peningkatan penarikan dana yang cukup 

signifikan pada bulan-bulan tertentu yang hampir sama, dapat 

terj adi pada Satker yang jenisj karakteristik kegiatannya sama. 

Pola penarikan tersebut juga dapat mengindikasikan bahwa 

terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan pada bulan-bulan 

tertentu berdasarkan penugasan secara hierarki dari Kantor 

Pusat/ Unit Eselon I ,  misalnya kegiatan pencacahan sensus 

ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di 

seluruh Kabupaten/  Kotaj Provinsi di seluruh Indonesia, atau 
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kegiatan tahapan pemilu yang dilakukan Satker KPU di 

daerah . 

� Terkait dengan adanya indikasi kegiatan berdasarkan 

penugasan secara hierarki tersebut, perlu dikonfirmasikan 

_lebih lanjut dengan Satker yang bersangkutan atau dianalisis 

dari j enis kegiatannya yang tercantum dalam RPD . 

Pada intinya · tujuan analisis yang dilakukan oleh Kanwil 

DJPBN dan kementerian negaraj lembaga adalah untuk melihat 

indikasi percepatan pola penyerapan anggaran untuk m�ndukung 

pencapaian target penyerapan anggaran oleh Satker di wilayah 

kerj anya. Pola analisis dapat dilakukan dari sudut 

pahdang/ pendekatan yang berbeda, misalnya dengan pendekatan 

analisis per kementerian negaraj lembaga. 

Apabila RPD tingkat KPPN atau RPD tingkat Eselon I yang 

disampaikan mengindikasikan pola penyerapan anggaran masih 

sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu terdapat 

kecenderungan menumpuk di akhir tahun, Kanwil DJPBN dan 

kementerian negaraj lembaga perlu melakukan pembinaan kepada 

Satkerj kementerian negaraj lembaga yang bersangkutan, 

misalnya melakukan komunikasi dengan Satkerj kementerian 

negara yang bersangkutan dan menyampaikan hasil analisis yang 

telah dilakukan Kanwil DJPBN atau kementerian negaraj lembaga. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Kanwil DJPBN 

atau kementerian negaraj lembaga dalam rangka melakukan 

analisis RPD per kementerian negaraj lembaga, antara lain sebagai 

berikut: 

a) Berdasarkan data/ ADK RPD tingkat KPPN, dibuat trenj pola 

penarikan dananya dengan mengolah AD K dimaksud ke dalam 

bentuk bagan/ chart berupa grafik balok atau grafik garis/ line 
per bulan . Grafik yang disaj ikan merupakan RPD kementerian 

negaraj lembaga dalam wilayah Kanwil DJPBN bersangkutan 

untuk tahun anggaran 20 1 3  di bawah ini : 



M E NTE R I K E UANGAN 

R EP U B L I K  I N D O N ES IA 

- 37 -

Grafik 5 :  Rencana Penarikan Dana Kementedan Negaraj Lembaga 
A - Tahun Anggaran 20 1 3  

RPD KL A • TA 2 0 1 3  {da]am mUiarrupiah) 

Berdasarkan pola penarikan terse but dapat diambil 

. kesimpulan bahwa rencana penarikan dana masih rendah di 

awal tahun anggaran kemudian terus meningkat di akhir 

tahun, kecuali pada bulan Oktober . Pada bulan Oktober 

terjadi penurunan penarikan dana yang cukup signifikan, 

kemudian meningkat lagi di bulan November sampai dengan 

Desember. Rencana penarikan dana untuk bulan Desember 

bahkan meningkat secara signifikan dari 9, 46% di bulan 

November menjadi 1 5 ,2% di bulan Desember. 

b) Bandingkan denga:n pola penarikan dana RPD Kementerian 

Negaraj Lembaga A (yang sama) dengan 1 (satu) tahun 

anggaran sebelumnya yaitu RPD tahun anggaran 20 1 2 ,  sebagai 

berikut: 

Grafik 6: Rencana Penarikan Dana Kementerian Negara/ Lembaga A ­
Tahun An aran 20 1 2  
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Pola penyerapan anggaran masih menampilkan hampir 42(% 

dari total anggaran dibelanjakan pada akhir tahun anggaran 

(Triwulan IV) . 

c) Meneliti trenj pola penyerapan anggaran realisasi tahun yang 
lalu, sebagai berikut: 

Grafik 7 :  Tren Penyerapan Kementerian Negaraj Lembaga A ­
Tahun Anggaran 20 1 2  (dalam %) 

Tren peny erapan KL A ·  TA 2012  [ dalam %) 
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Berdasarkan tren penyerapan anggaran tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa porsi penyerapan anggaran kementerian 

negaraj lembaga bersangkutan (secara persentase) cukup 

merata tiap bulannya sekitar 5%, 6%, dan 7%, kecuali di bulan 

Desember porsi p�nyerapan mencapai 33%.  Hal ini masih 

menggambarkan pola penyerapan yang menumpuk di akhir 

tahun anggaran, karena sebanyak 33% dari total anggaran 

dihabiskan dalam 1 (satu) bulan saja  yaitu bulan Desember. 

Analisis yang dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan 

Anggaran dapat menggunakan teknik analisis diatas atau 

menggunakan teknik analisis lain , sebagaimana terlihat pada 

grafik berikut: 
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Grafik 8 :  Contoh Analisis Berdasarkan Realisasi Belanja Barang untuk 
20 Kementerian Negaraj Lembaga dengan DIPA Daerah 

Menggunakan Standar Deviasi 
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Grafik 9 :  Contoh Analisis Berdasarkan Jenis Kegiatan dan Sebaran Penyerapan 
Belanj a  Barang per Wilayah (Kurang Ideal) 
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Grafik 1 0 : Contoh Analisis Berdasarkan Jenis Kegiatan dan Sebaran 
Penyerapan Belanja Barang per Wilayah (Ideal) 
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KPPN dapat menggunakan data kontrak dari Satker yang sudah 

direkapitulasi untuk dianalisis .  Dalam rekapitulasi data kontrak untuk 

setiap Satker diantaranya terdapat data nomor kontrak, uraian pekerj aan, 

tanggal kontrak, tanggal berakhirnya kontrak, nilai kontrak, realisasi 

pembayaran dan sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan . 

Dari analisis rekapitqlasi data kontrak, KPPN dapat menentukan 

j adwal Satker dalam mengajukan penarikan dana untuk penyelesaian 

pembayaran atas kontrak berkenaan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

melihat tanggal berakhirnya kontrak dan rencana terminj tahap 

penyelesaian pekerjaan (bila data dapat diperoleh dari Satker) . Contohnya, 

dalam data kontrak tercantum tanggal berakhirnya kontrak pada tanggal 6 

Agustus 20 1 3 ,  maka KPPN dapat memperkirakan j adwal Satker 

mengajukan penarikan dana atas kontrak tersebut ke KPPN yaitu paling 

lambat 1 7 hari kerj a  setelah tanggal berakhirnya kontrak. 

2 . 3 . 3 .  Analisis Kuisioner 

Unit Eselon I / KPPN/ Kanwil DJPBN dapat menggunakan kuisioner 

sebagai salah satu saranaj teknik untuk memperkuat hipotesis atas 

kendala dan hambatan yang teridentifikasi baik dalam penyusunan RPD 

maupun pelaksanaan RPD (realisasi rencana) . Kuisioner disebarkan 

kepada Satker untuk diisi .  
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BAB III 

RENCANA PENARIKAN DANA HARlAN 

3 . 1 .  Penyusunan RPD Harian Tingkat Satker 

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, Satker memerlukan suatu 

alat yang dapat memandu �enjadwalan kegiatan dan pengalokasian dana 

atas kegiatan dimaksud . Alat pandu tersebut adalah RPD Harian . Sebagai 

alat pandu, penting kiranya bagi Satker untuk menyusun RPD Harian 

sebaik-baiknya. Hal tersebut akan sangat membantu Satker memonitor 

secara langsung pelaksanaan kegiatan maupun kemajuan pendanaan atas 

kegiatan dimaksud . 

3 .  1 . 1 .  Proses Penyusunan RPD Harian 

RPD Harian pada Satker disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh 

KPA. Penyusunan RPD Harian oleh PPK, harus:  

1 .  Sesuai dengan RKAKL / POK; dan 

2 .  Memperhatikan rencana pelaksanaan kegiatan dan biaya yang akan 
dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat di dalam RPD 
Bulanan . 

Apabila dalam Satker tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) PPK, 

maka KPA dapat menunjuk 1 (satu) orang PPK Koordinator untuk 

mengkompilasi RPD Harian dari PPK lainnya. Setelah PPK membuat dan 

mengkompilasi RPD Harian tingkat Satker, maka PPK menyerahkan hasil 

kompilasi tersebut kepada KPA. KPA memerintahkan PPSPM untuk 

merekap RPD Harian dan membandingkan dengan ketersediaan pagu . 

Apabila RPD Harian tersebut sudah benar dan ditetapkan oleh KPA, 

maka PPSPM memerintahkan kepada operator SPM untuk merekam RPD 

Harian tersebut di dalam Aplikasi Perkiraan Kas Satker (APS) . PPSPM 

menyampaikan arsip data komputer (ADK) APS kepada KPPN dan 

memberikan cetakan hasil perekaman RPD Harian pada APS kepada KPA 

dan PPK. 
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Proses penyusunan RPD Harian terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : 

1 .  Penyusunan Kalender Kegiatan Harian 

Satker menjabarkan rencana pelaksanaan kegiatan dan RPD Bulanan 

ke dalam kalender kegiatan . Langkah ini merupakan langkah paling 

penting dalam rangkaian penyusunan RPD Harian. Kalender kegiatan 

ini disusun perbulan dal�m 1 (satu) tahun anggaran . Selanjutnya setiap 

rencana pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jumlah dana yang 

dibutuhkan . 

Definisi kegiatan dalam konteks ini adalah nama kegiatan riil yang 

dilaksanakan, misalnya sosialisasi/ bimbingan teknis/ workshop, 

monitoring dan evaluasi, konsinyering, rapat di dalam kantor, 

pengadaan barangjjasa, belanja bahan/ ATK, pembayaran honor tim, 

termin pembayaran, UP,  TUP dan lain-lain . Penyusunan jadwal kegiatan 

atau kalender kegiatan harus melibatkan unit yang nantinya akan 

melaksanakan kegiatan tersebut. Diharapkan dengan melibatkan unit 

pelaksana kegiatan supaya perencanaan lebih akurat dan ada komitmen 

yang le bih baik dalam pelaksanaannya. 

Dalam penyusunan kalender kegiatan sangat membutuhkan koordinasi 

yang baik, terutama pada Satker besar seperti di kantor pusat 

Kementerian Negara/ Lembaga yang memiliki banyak unit vertikal di 

bawahnya. Penyusunan kalender kegiatan dimulai dari unit yang paling 

rendah (eselon IV) , dan kemudian disampaikan ke unit diatasnya (eselon 

III ) . Pihak unit eselon III mengumpulkan data kalender kegiatan dari 

seluruh eselon IV yang berada dalam kewenangannya dan kemudian 

disampaikan ke unit di atasnya (eselon II / Direktorat) . Tingkat eselon 

II / Direktorat mengumpulkan data kalender kegiatan dari seluruh eselon 

III yang berada dalam kewenangannya dan kemudian menyampaikan ke 

unit di atasnya, yaitu eselon I. Tingkat eselon I mengumpulkan data 

kalender kegiatan dari seluruh eselon II / Direktorat yang berada dalam 

kewenangannya dan kemudian disampaikan ke unit di atas eselon I .  

Penyusunan kalender kegiatan untuk tingkat Satker eselon III 

melibatkan pelaksana kegiatan pada tingkat seksi (eselon IV) . 
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Hal yang penting dalam penyusunan kalender kegiatan adalah 

identifikasi semua · kegiatan dan penanggungj awabnya. Kalender 

kegiatan menj adi modal awal dalam pembuatan rencana penarikan 

dana. Koordinasi diusahakan hingga ke tingkat teknis dengan harapan 

semakin - meningkatkan akurasi kalender kegiatan . Hal yang juga 

menentukari adalah perhatian dan komitmen dari level pimpinan Satker 

untuk memastikan baliwa seluruh kegiatan telah teridentifikasi, 

terj adwal, dan dilaksanakan sesuai jadwal . 

Setelah waktu pelaksanaan ditentukan, maka Satker dapat mulai 

memperkirakan kebutuhan dana dalam setiap kegiatan . Pada umumnya 

besaran dana yang tersedia untuk setiap kegiatan sudah dibatasi dalam 

POK Satker.  POK merupakan penjabaran detail dari alokasi dana dalam 

DIPA masing-masing Satker. Dalam hal kegiatan yang dilakukan 

sepanj ang tahun anggaran seperti pembangunan gedung, maka yang 

perlu dicantumkan adalah kapan pencairan danaj pengajuan SPM 

dilakukan . Demikian juga untuk kegiatan yang berlangsung dua bulan 

atau lebih , perlu dicantumkan jadwal penarikan dana terkait dengan 

pengajuan SPM dari kegiatan tersebut. 

Kegiatan . perlu dij adwalkan agar tidak tumpang tindih dan dapat 

berj alan dengan baik. Selain itu pula berbagai faktor perlu 

dipertimbangkan dalam menyusun jadwal ini, an tara lain : 

a .  Ketersediaan dana 

Perlu dilakukan perhitungan kecukupan dana yang ada di DIPA/ POK 

agar kegiatan dapat dilaksanakan, mengingat ada yang memerlukan 

revisi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan . 

b .  Pelaksanaan kegiatan di Satker 

Pelaksanaan kegiatan seharusnya ditentukan oleh unit di Satker 

yang bertanggungjawab langsung atas kegiatan . Perlu dipastikan 

bahwa sumber daya manusia yang akan mengerjakan berbagai 

kegiatan tersebut telah ada dan memiliki kapasitas yang cukup 

untuk mengelola kegiatan dan administrasi pendanaan serta 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan . 
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Perlu dipertimbangkan tingkat kerumitan proses pengadaan, yang 

berdampak pada waktu pelaksanaan kegiatan, baik yang 

memerlukan lelang maupun tanpa lelang. Contohnya, j ika pengadaan 

tersebut memerlukan lelang terbuka, maka harus dilaksanakan oleh 

pej abat yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa. 

d .  Cuaca atau kondisi lirigkungan yang memerlukan perhatian khusus . 

Kegiatan seperti pembangunan gedung, pembuatan j alan, 

pembangunan saluran air, waduk dan bendungan akan lebih baik 

dilakukan di musim kemarau daripada di musim huj an. 

Pada prinsipnya berbagai faktor di atas akan berbeda antara satu Satker 

dengan Satker lainnya. Dengan memperhatikan hal tersebut kegiatan 

akan lebih terencana, lebih cepat dilaksanakan dan tidak menumpuk di 

akhir tahun. Sedangkan untuk besaran dana yang akan dipergunakan 

dapat ditentukan sebagaimana yang terdapat pada POK Satker atau 

berdasarkan Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan tersebut. 

Format kalender kegiatan adalah sebagai berikut: 

Kalender Kegiatan Tahun 20 l X  
Satker 

Ttiw1llart IV - . .  

Okt Nov Des 

Selanjutnya setelah dibuat jadwalj kalender kegiatan per bulan untuk 1 

. (satu) tahun anggaran, Satker menjabarkan kembali ke dalam bentuk 

Kalender Kegiatan Harian untuk tiga bulan ke depan . Kalender kegiatan 

harian dirinci menurut : 

a .  Tanggal pelaksanaan kegiatan; 

b .  Nama kegiatan; 

c .  Jumlah dana yang dibutuhkan; dan 

d .  Jenis belanja .  
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Kalender kegiatan harian dapat digunakan oleh Satker untuk 

memonitor dan mengevaluasi secara harian pelaksanaan kegiatan . Hal 

tersebut penting karena salah satu penyebab kinerj a  dan penyerapan 

yang kurang baik adalah tidak adanya alat monitoring pelaksanaan 

kegiatan ·secara harian . 

Contoh format Kalender Kegiatan Harian : 

Tang gal 

Kegiatan 

Dana yang dibutuhkan 

Jenis belanj a  

Kalender Kegiatan Harian 
Bulan . . . . . . . . . . . . .  20 1X 

, Jumat Sabtu Minggu 

Format Kalender Kegiatan di atas dapat disusun dengan berbagai format 

yang berbeda; namun esensinya sama yaitu terdapat tanggalj hari , 

kegiatan, dana yang dibutuhkan dan jenis belanja .  Format kalender 

kegiatan di atas dapat dibuat dengan microsoft excel atau aplikasi 

sederhana. 

Contoh:  Satker A dengan pagu DIPA sebesar Rp22 miliar, sebagaimana 

tercantum pada POK, mempunyai kegiatan antara lain : 

a .  Pengadaan barang (pagu Rp2 miliar) 

b .  Pembangunan gedung perkantoran (pagu Rp 1 2  miliar) 

c .  Diklat perencanaan kas (pagu Rp 1 miliar) 

d .  Workshop perencanaan kas 5 kali (pagu Rp4 miliar) 

e .  Perj alanan Dinas (mutasi) (pagu Rp3 miliar) 



M ENTE R I  K E UANGAN 
R E P U B LI K  I N D O N ES IA 

- 47 -

Dengan menggunakan contoh pelaksanaan kegiatan diatas , maka 

j adwalj kalender kegiatan Satker tersebut disusun sebagai berikut: 

Jadwal Kegiatan Tahun 20 1X 

Satker : (dalam jutaan) 
I* - ' "" ,< ,P'• •' -�·. 

· . '., �t. . .  ; ,".kJ�walPenaRkan DB.i1a ., 
� ' " '" '" ' ,, \.! . ·� 5"' .,, •• . l�c!i ,; ; "" 'Kegia:tan ' -'rtiWtilart I f;·� i . i�'J.'fi��Wi II •,,_ dl'ri'Wlilart Ill 'rriwulan IV Jml I • , . , , ' 

' ; ' . .  " •' • ' 
Pengadaan alat 
tulis kantor (tiap 
dua bulan) 
Pembangunan 
kantor (selama 1 1  
bulan) 
Diklat 
Workshop 
Perencanaan Kas 
Perjalanan dinas 

Jan 
,,, 

� ' . ' . ', ' 
Fel,) MEU' ,, 

·''' 

400 

2400 

800 

,,,.,. ., • 7' 
li Apr ; I>• • .  . : 

400 

1 000 

Iv.tei 
.!" 

3000 

1 000 

;, " ., 
Jun" · I • Ju:l Ags •·sep Okt Nov . ' Des I ·>� '"· J' ' . 

40 
0 

400 400 400 2000 

1 2 00 3000 3000 600 0 

1 000 1000 

800 800 600 5000 

2000 3000 

Setelah membuat jadwalj kalender kegiatan seperti contoh di atas, 

diketahui bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam 

bulan yang sama, misalnya pada bulan Febuari ada tiga kegiatan yang 

dilaksanakan secara bersamaan . Langkah selanjutnya adalah 

· menentukan tanggal berapa kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada 

bulan berkenaan supaya pelaksanaannya tidak saling tumpang tindih . 
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Kalender Kegiatan Harian 
Bulan Februari 20 1X 

Jumat S abtu Minggu 

Tangga1 1 2 

Kegiatan 
Dana yang dibutuhkan 
Jenis belanj a  
Tangga1 
Kegiatan 

Dana yang dibutuhkan 
Jenis be1anj a  
Tanggal 
Kegiatan 

Dana yang dibutuhkan 
Jenis be1anj a  
Tangga1 
Kegiatan 
Dana yang dibutuhkan 
Jenis be1anj a  
Tangga1 

Kegiatan 

Dana yang dibutuhkan 
Jenis be1anj a  

3 

1 0  

1 7  

2 4  

4 
Pengadaan 

ATK 
Rp400 

5 2  

1 1  

1 8  

2 5  

5 

1 2  

1 9  

26 

Workshop 
Renkas 
Rp800 

52 

6 

1 3  
Pembangunan 

Kantor Termin I 
Rp2 . 40 0  

5 3  

2 0  

2 7  

2 .  Penyesuaian Kalender Kegiatan dengan Pengajuan SPM 

7 8 

1 4  1 5  

2 1  2 2  

2 8  

Pelaksanaan kegiatan harian tidak secara otomatis akan bersamaan 

dengan pengajuan SPM / pencairan dana. Panduan j adwal pelaksanaan 

kegiatan dan pengajuan tagihan telah diatur dalam yaitu Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 1 9 0 / PMK. OS / 20 1 2  tentang Tata Cara 

Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan 

Belanj a  Negara. Pelaksanaan PMK Nomor 1 90/ PMK. O S / 20 1 2  secara 

konsisten akan memudahkan penyesuaian kalender kegiatan dengan 

pengaj uan SPM .  

9 

1 6  

2 3  
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Penyelesaian tagihan harus diupayakan sesuai j adwal , agar RPD Harian 

dapat akurat. Komunikasi intensif dengan pihak ketiga, khususnya 

terkait penyelesaian kontrak, pengajuan termin tagihan dan lain-lain , 

penting untuk dilaksanakan . Jika terdapat kesulitan dalam penyesuaian 

kalender- kegiatan dengan pengajuan SPM, dapat disusun tabel 

pembantu kalender kegiatan dan pengajuan SPM. 

Contoh format Tabel Pembantu Kalender Kegiatan sebagai berikut : 

Dengan Tabel Pembantu Kalender Kegiatan yang disusun oleh pelaksana 

kegiatan, PPK/ KPA dapat melakukan kontrol dan evaluasi atas 

pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi dan pendanaannya 

secara lebih tepat dan akurat. 

Batas waktu penyelesaian tagihan sesum PMK Nomor 1 9 0 / PMK. 05 / 20 1 2  

secara ringkas adalah sebagai berikut: 

a .  Pengajuan tagihan pengadaan barangjjasa yang membebani APBN 

paling lambat 5 (lima) hari kerja  setelah pelaksanaan kegiatan kepada 

KPA/ PPK. 

b .  Pemberitahuan tertulis dari KPA/ PPK kepada penerima hak j ika belum 

ada surat tagihan . 

c .  Jika setelah point b,  belum ada tagihan maka penenma hak harus 

memberikan penj elasan tertulis kepada KPA/ PPK. 

d. SPP-UP dan TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM 

. paling lambat 2 (dua) hari kerja  setelah permintaan dari bendahara 

pengeluaran dan/ atau surat persetujuan TUP. 



M ENTE R I K E UANGAN 
R EP U B L I K  I N D O N ES IA 

- 50 -

e .  SPP-GUP, SPP-LS belanj a  pegawm, dan SPP-LS non belanja pegawai 

diterbitkan PPK dan disampaikan ke PPSPM paling lambat 5 (lima) hari 

kerj a  setelah dokumen pendukung diterima secara benar dan lengkap . 

f. Penguj ian SPP-UP /TUP sampm dengan penerbitan SPM-UP /TUP 

diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja .  

g .  Penguj ian SPP-GUP sampai dengan penerbitan SPM-GUP diselesaikan 

paling lambat 4 (empat) hari kerja .  

h .  Penguj ian SPP-GUP nihil atas TUP sampai dengan penerbitan SPM-GU 

Nihil diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerj a. 

1. Penguj ian SPP-LS sampai dengan penerbitan SPM-LS diselesaikan 

paling lambat 5 (lima) hari kerja .  

J .  SPM dan dokumen pendukung serta ADK SPM disampaikan ke KPPN 

paling lambat 2 hari kerja  setelah SPM diterbitkan 

Alur penyelesaian pekerjaan/pengadaan barang dan J asa . dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

ALUR PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN 

Penerima 
Hak 

lc���J 
Tagihan I -------7L__s_P_P _ __J ----� L_ __ sP_M _ ___.t---------7) I KPPN 1 SP2D 

i-------------------------------------------------------1 
I • 2 HK utk UP/TUP i 
i i i • 5 HK utk GUP, LS ! 
: i i peg & non peg i 
l_ ______________________________________________________ j 

�--------------------------------------------------------� 

I : � :� ��� ��PT
UP i 

I • 3 HK utk GU Nihil 
I 1 • 5 HK untuk LS i : ________________________________________________________ J 

r··----------------, 

I 2 HK I 
L------------------.J 

Alur penyelesaian tagihan atas beban APBN tersebut berfungsi sebagai 

panduan bagi Satker dalam menyusun RPD Harian per tagihan 

berdasarkan pelaksanaan kegiatan dalam jadwal pelaksanaan kegiatan 

yang telah disusun di awal tahun anggaran . Satker dapat berhitung dengan 

tepat kapan suatu tagihan harus diselesaikan dengan menyesuaikan 
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besaran dana yang ditagihkan per SPM berdasarkan klasifikasi yang telah 

dij abarkan sebelumnya. Satker diharapkan dapat mematuhi ketentuan di 

atas untuk menghindari tuntutan dari pihak ketiga karena terlambat 

dalam membayar tagihan . 

3 .  Penyusunan RPD Harian 

Penyesuaian kalender .kegiatan harian dengan pengaJuan SPM 

selanjutnya dituangkan dalam RPD Harian . RPD Harian paling sedikit 

memuat : 

a .  Tanggal penarikan dana; 

b .  Jenis belanja; dan 

c .  Jumlah nominal penarikan dana. 

RPD Harian dij adikan sebagai patokan atau j adwal Satker dalam 

mengajukan SPM ke KPPN . 

4 .  Penyampaian RPD Harian dari PPK ke KPA 

Selanjutnya PPK menyampaikan RPD Harian kepada KPA untuk 

ditetapkan . Sebelum KPA menetapkan RPD harian, KPA memeriksa 

kesesuaian RPD Harian dengan kalender kegiatan harian . RPD Harian 

yang tidak sesua1 dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki, 

sedangkan RPD Harian yang telah sesuai ditetapkan oleh KPA sebagai 

panduan penj adwalan bagi Satker dalam mengajukan SPM ke KPPN . 

Apabila dalam RPD Harian terdapat rencana pengajuan SPM masuk 

dalam kategori transaksi besar, maka RPD tersebut wajib disampaikan 

ke KPPN . sesuai dengan jadwal penyampaian RPD Harian yang telah 

di ten tukan . 

3 . 1 . 2 . Penyampaian RPD Harian ke KPPN 

Dalam rangka penyederhanaan proses dan peningkatan akurasi 

perencanaan kas , maka RPD Harian yang disampaikan Satker · kepada 

KPPN adalah RPD Harian yang memliki rencana pengajuan SPM dalam 

j umlah besar dan disebut dengan transaksi besar. Transaksi besar ini 

diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan Tipe KPPN yang 
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menj adi mitra kerja  Satker bersangkutan . Jadwal penyampman RPD 

Harian juga dibagi berdasarkan atas klasifikasi transaksi besar terse but . 

1 .  Klasifikasi Transaksi Besar berdasarkan tipe KPPN 

Transaksi besar didefinisikan sebagai rencana pengajuan SPM oleh 

Satker ke KPPN yang nilainya minimal Rp 1 Miliar (untuk KPPN Tipe A 1  

yang berlokasi di ibukota provinsi) , Rp500 Juta (untuk KPPN Tipe A 1  

yang tidak berlokasi di ibukota provinsi) , dan Rp200 Juta (untuk KPPN 

Tipe A2) . 

Apabila Satker memperkirakan akan menyampaikan SPM dengan nilai 

kurang dari Rp 1 Miliar (untuk KPPN Tipe A 1  yang berlokasi di ibukota 

provinsi) , Rp500 Juta (untuk KPPN Tipe A 1  yang tidak berlokasi di 

ibukota provinsi) , dan Rp200 Juta (untuk KPPN Tipe A2) , maka: hal 

tersebut tidak termasuk dalam transaksi besar, sehingga tidak perlu 

menyampaikan dalam RPD Harian ke KPPN. 

Pembagian klasifikasi transaksi besar berdasarkan tipe KPPN diatur 

se bagai beriku t : 

.. 1ip� KPPN 
KPPN Tipe A 1  
yang berlokasi . di 
ibukota provinsi 

KPPN Tipe A 1  
yang tidak 
berlokasi di 
ibukota provinsi 

KPPN Tipe A2 

· 'Fransaksi c; . 
Transaksi A 
Transaksi B 

Transaksi C 
Transaksi D 
Transaksi E 

Transaksi F 
Transaksi G 
Transaksi H 

Transaksi i 

·�',, ' •' 
, Nilai Bruto SPM 

Lebih besar dari Rp 1 Triliun 
Lebih besar dari Rp500 Miliar · sampai 
dengan Rp 1 Triliun 
Rp 1 Miliar sampai dengan Rp500 Miliar 
Lebih besar dari Rp 1 Miliar 
Lebih besar dari Rp750 Juta sampm 
dengan Rp 1 Miliar 
Rp500 Juta sampai dengan Rp750 Juta 
Lebih besar dari R__£500 Juta 
Lebih besar dari Rp350 juta sampm 
dengan Rp500 Juta 
Rp200 juta sampai dengan Rp350 juta 

Apabila transaksi tersebut menggunakan valuta asmg, maka nilainya 

disesuaikan dengan ambang batas tersebut setelah dinilai ulang 

berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia. 
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Klasifikasi transaksi besar dikecualikan terhadap penyusunan RPD 

Harian untuk jenis SPM sebagai berikut: 

a .  SPM Nihil 

SPM Nihil merupakan SPM dengan nilai bersih RpO (nol rupiah) . 

Misal Satker A mempunyai TUP sebesar Rp 1 miliar, selanjutnya 

mengajukan SPM Nihil atas pertanggungjawaban TUP tersebut. Atas 

SPM nihil dimaksud tidak perlu disampaikan RPD Harian ke KPPN . 

b .  SPM Potongan dengan nilai tertentu 

SPM Potongan dengan nilai tertentu merupakan SPM yang memiliki 

potongan namun nilai bersihnya tidak lebih besar dari : 

1 )  Rp 1 miliar untuk KPPN Tipe A 1  yang berlokasi di ibukota provinsi; 

2 )  Rp500 juta untuk KPPN Tipe A1 yang tidak berlokasi di ibukota 

provinsi; dan 

3) Rp200 juta untuk KPPN Tipe A2 . 

Contohnya, Satker B mitra KPPN Tipe A 1  yang berlokasi di ibukota 

provinsi mengajukan SPM sebesar Rp 1 ,05 miliar dengan potongan SPM 

sebesar Rp 1 05 juta sehingga nilai bersihnya adalah sebesar Rp945 

juta. Atas SPM dimaksud, RPD Hariannya tidak perlu disampaikan ke 

KPPN . 

Contoh Kasus :  

Satker C d i  salah satu ibukota provinsi memiliki DIPA dengan total 

pagu Rp5 miliar, yang terinci sebagai berikut: 

Kegiatan Pengadaan 

Kegiatan Seminar 

Belanj a  Pegawai 

Rp4 miliar 

Rp300 juta 

Rp700 juta 

Dalam RPD Harian yang telah disusun, Satker C merencanakan untuk 

mengajukan SPM ke KPPN dengan rincian sebagai berikut: 

• Tanggal 1 Juni 20 1 4  untuk kegiatan pengadaan sebesar Rp 1 ,2 miliar 

dengan j enis belanja 52 . 
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• Tanggal 1 Juni 20 1 4  untuk kegiatan semmar sebesar Rp250 juta 

dengan jenis belanj a  52 . 

• Tanggal 1 Juni 20 1 4  untuk belanja  pegawm sebesar Rp 1 5  juta 

dengan jenis belanja  5 1 .  

Transaksi yang termasuk transaksi besar untuk tanggal 1 Juni 20 1 4  

adalah kegiatan pengadaan sebesar Rp 1 ,2 miliar dengan j enis belanj a  

5 2 ,  sehingga Satker C harus mengajukan RPD Harian ke KPPN untuk 

transaksi tersebut 5 hari kerja  sebelum mengajukan SPM . 

2 .  Jadwal Penyampaian RPD Harian atas Transaksi Besar ke KPPN 

Jadwal penyampaian RPD Harian yang masuk dalam klasifikasi 

transaksi besar diatur sebagai berikut : 

. "tfr"&nsaksi·,. , :' �Y;, Nila} Bruto SPM ·< · Pen:iatrl:)�aian Pemutakhiran 
Transaksi A Le bih besar dari 1 5  hari kerj a 1 0 hari kerj a 

Rp 1 Triliun sebelum sebelum 
pen_g_ajuan SPM pengajuan SPM 

Transaksi B Lebih besar dari 1 0 hari kerj a 5 hari kerj a  
Rp500 Miliar sebelum sebelum 
sampai dengan Rp 1 pengajuan SPM pengajuan SPM 
Triliun 

Transaksi C Rp 1 Miliar sampai 5 hari kerja  -

dengan Rp500 sebelum 
Miliar pengajuan SPM 

Transaksi D Le bih besar dari 5 hari kerja  -

Rp 1 Miliar sebelum 
peng_ajuan SPM 

Transaksi E Le bih besar dari 5 hari kerja  -

Rp750 Juta sampai sebelum 
dengan Rp 1 Miliar pengajuan SPM 

Transaksi F Rp500 Juta sampai 5 hari kerja  -

dengan Rp750 Juta sebelum 
pengajuan SPM 

Transaksi G Lebih besar dari 5 hari kerja  -

Rp500 Juta sebelum 
pengajuan SPM 

Transaksi H Le bih besar dari 5 hari kerja  -

Rp350 juta sampai sebelum 
dengan Rp500 Juta pengajuan SPM 

Transaksi I Rp200 juta sampai 5 hari kerja  -

dengan Rp350 juta sebelum 
pengajuan SPM 
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Waktu penyampman RPD Harian yang semakin lama se1nng dengan 

semakin besarnya nilai transaksi sangat penting dalam rangka 

mempersiapkan pendanaan yang diperlukan . Pengeluaran dengan nilai 

besar seharusnya dapat diketahui lebih awal oleh Satker karena j arang 

terj adi dan ·pada umumnya adalah kegiatan yang dikontrakkan . Kegiatan 

dengan pengeluaran nilai besar tersebut tidak mungkin dilaksanakan pada 

hari yang sama dengan pengajuan SPM-nya ke KPPN . 

Contoh Kasus : 

Satker D berencana untuk melakukan rehabilitasi gedung yang dananya 

telah dialokasikan dalam DIPA tahun anggaran 20 1 4  sebesar Rp750 juta. 

Satker D berada bukan di ibukota provinsi dan telah melakukan 

perikatanj kontrak dengan pihak ketiga untuk eksekusi rehabilitasi 

gedungnya. Dalam proses rehabilitasi gedung ini, Satker sudah memiliki 

perkiraan waktu kapan akan melakukan pencairan dana, karena di dalam 

kontrak sudah terdapat jadwal pembayaran per terminnya. Pada saat 

kontraktor melakukan peng8Juan tagihan, Satker dapat memperkirakan 

kapan SPM akan diajukan karena sesum dengan PMK No . 

1 90 / PMK. 0 5 / 2 0 1 2  tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 

Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanj a  Negara, batas waktu 

penyelesaian SPP sampai pengajuan SPM untuk LS maksimal 1 2  hari , 

sehingga bukan hal yang sulit bagi Satker untuk membuat RPD Harian 

minimal 5 (lima) hari sebelum pengajuan SPM . Di dalam kontrak 

disebutkan bahwa pembayaran dilakukan 2 (dua) kali , yaitu pada bulan 

Maret 20 1 4  untuk pembayaran awal dan bulan Agustus 20 1 4  untuk 

pelunasan biaya rehabilitasi gedung. 

a .  J adwal Penyampaian Transaksi Besar A 

RPD Harian untuk transaksi A merupakan transaksi (SPM) yang 

nilainya lebih besar dari Rp 1 triliun . Satker waj ib menyampaikan ,RPD 

Harian 1 5  hari kerja  sebelumnya. Namun j ika terjadi perubahan kondisi 

yang mengakibatkan perubahan RPD Harian transaksi besar A dapat 

dilakukan sepuluh hari kerja  sebelumnya. Sebagai contoh, pada tabel di 
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bawah, RPD Harian transaksi A disampaikan pada hari Senin tanggal 1 

untuk pengajuan SPM pada hari Senin tanggal 22 . 

Penyampaian RPD Harian Transaksi A 

Selasa Rabu Kamis Jumat 

Tanggal 1 2 3 8 9 II-III 22 23 24 25 26 

� v v v v 

Penyampaian Penyampaian Update Update Pengajuan SPM 

ke KPPN ke Dit. PKN Satker KPPN ke KPPN 

Jika Satker menyampaikan RPD Harian untuk transaksi A pada hari 

Senin tanggal 1 ,  maka KPPN akan merekapitulasi dan menyampaikan 

Perencanaan Kas (Renkas) Harian tingkat Satker untuk transaksi A ke 

Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada hari Selasa tanggal 2 .  Satker 

dapat mengajukan SPM pada hari Senin tanggal 22 . Apabila terdapat 

perubahan waktu ataupun nilai SPM,  Satker diharapkan menyampaikan 

update tersebut paling lambat sepuluh hari kerja  sebelumnya, yaitu 

pada hari Senin tanggal 8 .  

b .  Jadwal Penyampaian Transaksi Besar B 

RPD Harian untuk transaksi B merupakan transaksi (SPM) yang 

nilainya lebih besar dari RpSOO miliar s .d .  Rp 1 triliun . Satker wajib 

menyampaikan RPD Hariannya sepuluh hari kerja  sebelum pengajuan 

SPM . Namun j ika terjadi perubahan kondisi, perubahan RPD Harian 

Transaksi B dapat dilakukan lima hari kerja  sebelum pengajuan SPM .  

Jadwal penyampaian untuk transaksi besar B dapat diilustrasikan 

sebagai berikut: 
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Penyarnpaian RPD Harian Transaksi B 

. I� · "- ·· �· ,. ' 
' Senjn · Selasa Rabu � . .  s�nln Selasa Mlnggu 

' , ,,, ' :•i ... . Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 

Tanggal 1 2 3 . . .  8 9 II-III 1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  

Penyampaian Penyampaian 
ke KPPN ke Dit. PKN 

Update 
Satker 

Update 
KPPN 

Pengajuan SPM 
ke KPPN 

Jika Satker rnenyarnpaikan RPD Harian untuk Transaksi B pada hari 

Senin tanggal 1 ,  rnaka KPPN akan rnerekapitulasi dan rnenyarnpaikan 

Renkas Harian tingkat Satker untuk transaksi B ke Direktorat 

Pengelolaan Kas Negara pada hari Selasa tanggal 2 .  Satker dapat 

rnencairkan SPM pada hari Senin tanggal 1 5 , dan dapat rnengubah 

j adwal pencairan paling larnbat hari Senin tanggal 8 .  

c .  J adwal Penyarnpaian Transaksi Besar C 

RPD Harian untuk transaksi C rnerupakan transaksi (SPM) yang 

nilainya Rp 1 rniliar s .d .  Rp500 rniliar . Untuk perkiraan ini Satker waj ib 

rnenyarnpaikan RPD Harian lima hari kerja  sebelurn pengajuan SPM .  

Jadwal penyarnpaian untuk transaksi C dapat diilustrasikan sebagai 

berikut: 

Penyarnpaian RPD Harian Transaksi C 

Penyampaian 
Penyampaian ke Direktorat 

ke KPPN Pengelolaan 
Kas Negara 

Pengajuan SPM 
ke KPPN 

' '  
Selasa Rabu Kamis Jumat 

9 1 0  1 1  1 2  
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Jika Satker memperkirakan akan mengajukan SPM dengan nilai yang 

termasuk dalam transaksi C pada tanggal 8, maka Satker 

menyampaikan RPD Harian untuk transaksi C pada hari Senin tanggal 

1 ke KPPN. KPPN akan merekapitulasi dan menyampaikan Renkas 

Harian tingkat Satker untuk transaksi C ke Direktorat Pengelolaan Kas 

N egara pad a hari Selasa tanggal 2 .  

d .  Jadwal Penyampaian Transaksi Besar D 

RPD Harian untuk transaksi D inerupakan transaksi (SPM) yang 

nilainya lebih besar dari Rp 1 Miliar. Untuk perkiraan ini Satker wajib 

menyampaikan perkiraan RPD Hariannya lima hari kerj a  sebelum 

pengaJuan SPM .  Jadwal penyampman untuk transaksi D dapat 

diilustrasikan sebagai berikut: 

Penyampaian RPD Harian Transaksi D 

Penyampaian Penyampaian 
ke KPPN ke Dit. PKN 

Pengajuan SPM 
ke KPPN 

Rabu Kamis Jumat 

1 0  1 1  1 2  

Jika Satker memperkirakari akan mengajukan SPM dengan nilai yang 

termasuk dalam transaksi D pada tanggal 8, maka Satker 

menyampaikan RPD Harian untuk transaksi D pada hari Senin tanggal 

1 ke KPPN . KPPN akan merekapitulasi dan menyampaikan Reilkas 

Harian tingkat Satker untuk transaksi D ke Direktorat Pengelolaan Kas 

N egara pad a hari Selasa tanggal 2 .  

e .  Jadwal Penyampaian Transaksi Besar E 

RPD Harian untuk transaksi E merupakan transaksi (SPM) yang 

nilainya lebih besar dari Rp750 Juta s .d .  Rp 1 Miliar . Untuk perkiraan 

ini Satker waj ib menyampaikan RPD Hariannya lima hari kerj a  sebelum 

pengaJuan SPM .  Jadwal penyampaian untuk transaksi E dapat 

diilustrasikan sebagai berikut: 
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Penyampaian RPD Harian Transaksi E 

'Seniti 

8 

� �- � 

Penyampaian Penyampaian Pengajuan SPM 
ke KPPN ke Dit. PKN ke KPPN 

· Selasa Rabu Kamis Jumat 

9 1 0  1 1  1 2  

Jika Satker memperkirakan akan mengajukan SPM dengan nilai yang 

termasuk dalam transaksi E pada tanggal 8 ,  maka Satker 

menyampaikan RPD Harian untuk transaksi E pada hari Senin tanggal 

1 ke KPPN . KPPN akan merekapitulasi dan menyampaikan Renkas 

Harian tingkat Satker untuk transaksi E ke Direktorat Pengelolaan Kas 

N egara pad a hari Selasa tanggal 2 .  

f. Jadwal Penyampaian Transaksi Besar F 

RPD Harian untuk transaksi F merupakan transaksi (SPM) yang 

nilainya Rp500 Juta s .d .  Rp750 Juta. Untuk perkiraan ini Satker waj ib 

menyampaikan RPD Hariannya lima hari kerja  sebelum pengajuan SPM .  

Jadwal penyampaian untuk transaksi F dapat diilustrasikan sebagai 

berikut: 

Penyampg.ian RPD Harian Transaksi F 

Penyampaian Penyampaian 
ke KPPN ke Dit. PKN 

PengE\juan SPM 
ke KPPN 

Rabu Kamis Jumat 

1 0  1 1  1 2  
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Jika Satker memperkirakan akan mengajukan SPM dengan nilai yang 

termasuk dalam transaksi F pada tanggal 8, maka Satker 

menyampaikan RPD Harian untuk transaksi F pada hari Senin tanggal 1 

ke KPPN . KPPN akan merekapitulasi dan menyampaikan Renkas Harian 

tingkat Satker untuk transaksi F ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara 

pad a hari Selasa tanggal 2 .  

g .  Jadwal Penyampaian Transaksi Besar G 

RPD Harian untuk transaksi G merupakan transaksi (SPM) yang 

nilainya lebih besar dari Rp500 Juta. Untuk perkiraan ini Satker wajib 

menyampaikan perkiraan RPD Hariannya lima hari kerj a sebelum 

pengaJuan SPM .  Jadwal penyampaian untuk transaksi G dapat 

diilustrasikan sebagai berikut: 

Penyampaian RPD Harian Transaksi G 

Penyampaian Penyarnpaian 
ke KPPN ke Dit_ PKN 

; -� Selasa Rabu Kamis Jumat 

Pengajuan SPM 
ke KPPN 

9 1 0  1 1  1 2  

Jika Satker memperkirakan akan mengajukan SPM dengan nilai yang 

termasuk dalam transaksi G pada tanggal 8, maka Satker 

menyampaikan RPD Harian untuk transaksi G pada hari Senin tanggal 

1 ke KPPN . KPPN akan merekapitulasi dan menyampaikan Renkas 

Harian tingkat Satker untuk transaksi G ke Direktorat Pengelolaan Kas 

Negarapada hari Selasa tanggal 2 .  
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h .  Jadwal Penyampaian Transaksi Besar H 

RPD Harian untuk transaksi H merupakan transaksi (SPM) yang 

nilainya lebih besar dari Rp350 Juta s .d .  Rp500 Juta. Untuk perkiraan 

ini Satker wajib menyampaikan RPD Hariannya lima hari kerj a  sebelum 

penga.Juan SPM .  Jadwal penyampaian untuk transaksi H dapat 

diilustrasikan sebagai berikut: 

Penyampaian RPD Harian Transaksi H 

Penyampaian Penyampaian 

ke KPPN ke Dit. PKN 
Pengajuan SPM 

ke KPPN 

Rabu . Kami� Jumat 

1 0  1 1  1 2  

Jika Satker memperkirakan akan mengajukan SPM dengan nilai yang 

termasuk dalam transaksi H pada tanggal 8, maka Satker 

menyampaikan RPD Harian untuk transaksi H pada hari Senin tanggal 

· 1 ke KPPN . KPPN akan merekapitulasi dan menyampaikan Renkas 

Harian tingkat Satker untuk transaksi H ke Direktorat Pengelolaan Kas 

N egara pad a hari Selasa tanggal 2 .  

1. Jadwal Penyampaian Transaksi Besar I 

RPD Harian untuk transaksi I merupakan transaksi (SPM) yang nilainya 

Rp200 Juta s .d .  Rp350 Juta. Untuk perkiraan ini Satker waj ib 

menyampaikan RPD Hariannya lima hari kerj a  sebelum pengajuan SPM . 

Jadwal penyampaian untuk transaksi I dapat diilustrasikan sebagai 

berikut: 
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Penyampaian RPD Harian Transaksi I 

Penyampaian . Penyampaian 
ke KPPN ke Dit. PKN 

Pengajuan SPM 
ke KPPN 

Selasa Rabu Kamis Jumat 

9 1 0  1 1  1 2  

Jika Satker memperkirakan akan mengajukan SPM dengan nilai yang 

termasuk dalam transaksi I pada tanggal 8, maka Satker 

menyampaikan RPD Harian untuk transaksi I pada hari . Senin tanggal 1 

ke KPPN . KPPN akan merekapitulasi dan menyampaikan Renkas Harian 

tingkat Satker untuk transaksi I ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara 

pada hari Selasa tanggal 2 .  

3 .  Sarana Penyampaian RPD Harian dan Pemutakhirannya 

Penyampaian RPD Harian dan pemutakhirannya dapat dilakukan 

dengan beberapa saranaj media: 

a .  Penyanipaian Arsip Data Komputer (ADK) RPD Harian dari aplikasi 

Perencanaan Kas Satker (APS) dengan cara di antar langsung ke 

KPPN . 

b .  Penyampaian Arsip Data Komputer (ADK) RPD Harian dari aplikasi 

Perencanaan Kas Satker (APS) dengan cara disampaikan melalui 

e-mail . 

c .  Penyampaian RPD Harian melalui SMS-Gateway. 

3 . 1 . 3 . Pemutakhiran RPD Harian 

1 .  Monitoring dan Pemutakhiran Kalender Kegiatan 

Setelah semua perencanaan disusun dengan baik, dalam realisasinya 

sering terj adi berbagai perubahan baik karena faktor internal maupun 

eksternal . Adanya perubahan rencana tersebut, akan merubah RPD 

Harian . Oleh karena itu perlu dilakukan monitoring dan pemutakhiran 
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data. Proses monitoring dan pemutakhiran akan lebih efisien j ika 

menggunakan kertas kerja, yaitu membandingkan rencana kegiatan 

dengan realisasi yang terjadi . 

Berikut contoh format kertas kerja  pelaksanaan monitoring kalender 

kegiatan dan RPD Harian . 

Keterangan 

Monitoring ini menjadi bahan untuk melakukan berbagai perubahan/ 

pemutakhiran kalender. kegiatan dan perkiraan penarikan dana. 

Pemutakhiran dapat terjadi pada level bulanan yang berakibat pada 

perubahan di level harian atau perubahan di level harian yang tidak 

mengubah rencana bulanan . Yang menjadi acuan adalah kalender 

kegiatan dan RPD Bulanan . 

MONITORING KALENDER KEGIATAN DAN RPD HARlAN TAHUN 20  lX 

dalam j_utaan rupiah) 
" " , .�· \, 

11 · •  Kegiatan � �· 
' '!' . . ,,-.. ., . '" · ' 

Pengadaan 
ATK 

Pem ban gun an 
Kantor 

Workshop 
renkas 

Pengadaan 
ATK 

1r ":! r .,.;;r;g:a:www'd . ,·,yw ,; '"�. 
I� . .:.·;· .  w ··; ��Rynoan?.t'� R�is�si� 

Februari Januari 

Februari Maret 

Februari Februari 

Belum ada Maret 

1rr0 w· ,ff5Aqggahm · . }," f'•: . , . .  
.. 

1�JRemc�it""fl 1 ' Real�sasi 

400 300 

2400 2000 

800 800 

- 1 0 0 

., 
KeterfPlgan 

Kebutuhan ATK yang 
mendesak, ·dana 
menyesuaikan dengan 
kebutuhan 
Proses lelang 
memerlukan lelang 
ulang, dan uang muka 
nilainya turun 

Pengalihan dari rencana 
pengadaan bulan 
Fe bruari yang sem ula 
Rp40 0  menj adi Rp3 0 0  
pada bulan Januari . 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait monitoring kalender kegiatan 

dan perkiraan penarikan dana, antara lain : 

a .  Perubahan kegiatan yang jumlah dananya meningkat menj adi 

kategori transaksi besar, perlu perhatian lebih besar agar tidak lupa 

untuk mengirimkan RPD Harian ke KPPN. Contohnya, j ika kegiatan 

semula sebesar Rp800 miliar, kemudian menjadi Rp 1 ,2 triliun, maka 

sebelum mengajukan · SPM harus terlebih dahulu menyampaikan 

update perkiraan penarikan dana sesuai jadwal . 

b .  Perubahan jenis kategori dalam transaksi besar juga harus 

menyesuaikan dengan jadwal penyampman transaksi besar .  

Contohnya, j ika semula kegiatan A dengan anggaran Rp950 miliar, 

ternyata berubah menjadi Rp 1 ,0 1  triliun, maka penyampaian RPD 

Harian yang semula 1 0  hari ke1j a  sebelumnya menj adi 1 5  hari kerj a  

sebelum pengajuan SPM.  Demikian pula sebaliknya j ika nilai SPM 

berubah menjadi lebih kecil maka Satker bisa lebih lambat dalam 

menyampaikan laporan . 

2 .  Hal-hal yang menyebabkan perlu dilakukannya pemutakhiran RPD 

Harian 

Pemutakhiran terhadap RPD Harian dilakukan apabila terdapat 

perubahan pada: 

a .  Nilai SPM 

Perubahan jumlah kebutuhan dana untuk kegiatan akan 

berpengaruh juga pada nilai SPM yang diajukan, sehiilgga perlu 

diperhatikan perubahan signifikan atas jumlah kebutuhan dana 

berubah, yang memerlukan pemutakhiran RPD Harian . 

b .  Waktu penyampaian SPM 

Perubahan j adwal kegiatan akan mempengaruhi rencana pengajuan 

SPM, sehingga perlu diperhitungkan kembali rentang waktu 

penyelesaian tagihan sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN, yang 

berdampak pada perlunya pemutakhiran RPD Harian terkait 

perubahan rencana pengajuan SPM ke KPPN . 
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3 .  Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemutakhiran RPD 

Harian 

Pemutakhiran atau revisi di samping melakukan perubahan j adwal , juga 

dapat mengakibatkan perubahan nilai uang. Perubahan nilai tersebut, 

dapat mengakibatkan perubahan kategori transaksi . Perubahan j enis 

transaksi ini akan berpengaruh dengan jadwal sesuai dengan transaksi :  

a .  Pemutakhiranj revisi RPD Harian Transaksi A dilakukan dengan 

melakukan pembatalan perkiraan sebelumnya dan mengirimkan 

kembali RPD Harian Transaksi A setelah revisi . 

b .  Dalam hal revisij pemutakhiran menyeba:bkan perubahan RPD 

Harian Transaksi A menj adi Transaksi B, maka revisi ini dianggap 

sebagai peng1nman awal dan dimungkinkan adanya 

revisi / pemu takhiran sesuai j adwal . 

c .  Dalam hal revisi/ pemutakhiran menyebabkan perubahan RPD 

Harian Transaksi B menjadi Transaksi C, maka revisi ini dianggap 

sebagai peng1nman awal dan dimungkinkan adanya 

revisij pemutakhiran sesuai jadwal . 

4 .  Jadwal Penyampaian pemutakhiran RPD Harian atas Transaksi Besar 

ke KPPN 

Penyampaian pemutakhiran RPD Harian ke KPPN hanya diperkenankan 

untuk klasifikasi Transaksi A dan Transaksi B ,  dengan batas waktu 

sebagai berikut : 

a .  Transaksi A dilakukan paling lambat 1 0  (sepuluh) hari kerj a  sebelum 

pengajuan SPM .  

b .  Transaksi B dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja  sebelum 

pengajuan SPM .  



M ENTE R !  K E UANGAN 
R EP U B L I K  I N D O N ES IA 

- 66 -

3 . 2 .  PENYUSUNAN RPD HARlAN TINGKAT KPPN 

Selaku Kuasa BUN Pusat di Daerah, peran KPPN sangat penting 

sebagai perpanjangan tangan . Kementerian Keuangan di daerah . KPPN 

diharapkan dapat menjadi mitra, sekaligus pembimbing bagi Satker di 

wilayah kerj anya. Dengan koordinasi yang dekat dan berkesinambungan, 

diharapkan Satker dapat meningkatan akurasi dan kepatuhan 

penyampaian RPD Hariannya. 

3 . 2 . l . Penerimaan RPD Harian dari Satker 

1 .  Penerimaan data awal RPD Harian 

Operator renkas pada Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal 

(MSKI) untuk KPPN Tipe A l  Ibukota Provinsi atau seksi Pencairan Dana 

dan Manaj emen Satker untuk KPPN Tipe A l  Non Ibukota Provinsi dan 

KPPN Tipe A2 menerima data RPD Harian dari seluruh Satker yang 

berkewaj iban menyampaikan RPD Harian melalui Aplikasi Perencanaan 

Kas KPPN (APK) . 

2 .  Menghitung deviasi antara RPD Harian dengan data realisasi per Satker 

KPPN membandingkan data RPD Harian dengan data realisasi pada 

periode . yang sama. Jika terdapat selisihj kurang maka KPPN 

berkewaj iban untuk melakukan konfirmasi kepada Satker terkait 

memastikan bahwa: 

a .  Selisih tersebut tidak akan berpengaruhj merubah proyeksi ke 

depan;  

b .  Selisih tersebut akan mengurangij menambah proyeksi ke depan . 

Selain itu,  KPPN perlu menghitung deviasi antara RPD Harian dengan 

data · realisasinya. 

Perhitungan deviasi antara RPD Harian dengan data realisasinya : 
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3 .  Menghimpun RPD Harian tingkat Satker 

KPPN menghimpun RPD Harian tingkat Satker menjadi RPD Harian 

tingkat KPPN . Selanjutnya KPPN mengirimkan RPD Harian tingkat 

KPPN ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat 1 (satu) hari 

kerj a  setelah menerima RPD Harian tingkat Satker. 

3 . 2 . 2 .  Pendampingan dan Bimbingan Teknis ke Satker 

KPPN dapat melakukan pendampingan kepada Satker terkait yang masih 

memiliki disiplin penyampaian yang rendah dan/ atau akurasi RPD 

Harian yang rendah. Apabila terdapat satuan kerja  yang memasukkan 

perencanaan kas yang tergolong besar, maka pada hari perkiraan 

penarikan dana, KPPN se baiknya pro-aktif dengari menanyakan kepastian 

pengajuan SPM Transaksi Besar kepada Satker tersebut. 
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BAB IV 

RENCANA PENERIMAAN DANA 

4 . 1 .  PENYUSUNAN RENCANA PENERIMAAN DANA 

Kementerian Negara/ Lembaga yang ditetapkan sebagai Satker 
pengguna PNBP, waj ib menyusun Rencana Penerimaan Dana di sampmg 
menyusun RPD Bulanan . Adapun tahapan penyusunan Rencana 
Penerimaan Dana adalah sebagai berikut: 

1 .  Penetapan target Penerimaan Dana Tingkat Kementerian 

N egara/ Lembaga 

Dalam rangka penyusunan rencana penerimaan dana, Menteri/ Pimpinan 

Lembaga selaku Pengguna Anggaran mengidentifikasi j enis-jenis 

penenmaan yang diperkirakan dapat diterima kementerian 

negaraj lembaga dan menyusun tahapan serta waktu penerimaan yang 

akan disetor ke Kas Negara. Berdasarkan identifikasi j enis-j enis 

penenmaan tersebut, Menteri/ Pimpinan Lembaga menetapkan target 

Penerimaan Dana tingkat Kementerian Negara/ Lembaga per bulan dan 

per jenis penerimaan. 

2 .  Penetapan target Penerimaan Dana Tingkat Unit Eselon I 

Berdasarkan identifikasi jenis-jenis penerimaan (PNBP fungsional) yang 

telah disusun oleh kementerian negaraj lembaga, Pimpinan Unit Eselon I 

setiap tahun mengidentifikasi jenis-jenis penerimaan yang diperkirakan 

dapat diterima setiap Unit Eselon I .  Berdasarkan identifikasi j enis-j enis 

penerimaan tersebut, Pimpinan Unit Eselon I menetapkan target 

Penerimaan Dana tingkat Unit Eselon I per bulan dan per j enis 

penerimaan, dengan memperhatikan tahapan dan waktu penerimaan 

yang akan disetor ke Kas Negara. Dalam menetapkan target Penerimaan 

tingkat Unit Eselon I dimaksud, Pimpinan Unit Eselon I berpedoman pada 

target Penerimaan tingkat Kementerian Negara/ Lembaga. 

Dalam menetapkan target penerimaan dana untuk masing-masing 

Satker, Unit Eselon I perlu memperhatikan jenis penerimaan yang akan 

dihasilkan oleh Satker dan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Di 

samping itu, perlu diperhatikan juga perubahan kebijakan terhadap j enis 

penerimaan tersebut, misalnya terj adi kenaikan atau penurunan tarif 

atas layanan yang menjadi sumber penerimaan tersebut atau bahkan 

j enis layanan tersebut tidak lagi dipungut biaya layanan kepada 

penggunanya. 
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3 .  Penetapan target Penerimaan Dana Tingkat Penyusunan Rencana 

Penerimaan Dana pada Satker 

Berdasarkan identifikasi jenis-j enis penerimaan Unit Eselon I ,  KPA pada 

Satker yang merupakan penghasil dan pengguna PNBP fungsional 

mengident_ifikasi jenis-jenis penerimaan yang diperkirakan akan diterima 

tingkat Satker, dengan berpedoman pada target Penerimaan Dana tingkat 

Unit Eselon I .  Target Penerimaan Dana tingkat Satker ditetapkan per 

bulan dan per jenis penerimaan serta disusun sesuai tahapan dan waktu 

penerimaan yang akan disetorkan ke Kas Negara. Berdasarkan target 

Penerimaan Dana tingkat Satker tersebut, Pejabat yang bertugas 

melakukan pemungutan penerimaan negara atau Bendahara Penerimaan 

(dalam hal tidak terdapat Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 

penerimaan negara) menyusun rencana penerimaan dana. 

Pej abat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara atau 

Bendahara Penerimaan pada saat menyusun rencana penerimaan, di 

samping memperhatikan tahapan yang sudah dilaksanakan pada Unit 

Eselon I, juga harus memperhitungkan karakteristik pembayaran atas 

layanan yang diberikan, misalnya waktuj periode penerimaan tersebut 

(dibayar di depan atau di belakang) , dibayar untuk per j enis layanan atau 

dibayar sekaligus untuk beberapa layanan atau periode tertentu . 

Penyusunan Rencana Penerimaan Dana tingkat Satker, Unit Eselon I ,  

Kementerian Negaraj Lembaga, KPPN, Kanwil DJPBN dan tingkat nasional ,  

menggunakan format sebagai berikut di  bawah ini : 

FORMULIR 7 
RENCANA PENERIMAAN DANA TAHUN ANGGARAN 20XX 

Kementeriah 
NegarajLembaga 
Unit Eselon ! / Program 
Satker 
Kode Target Jan Feb Mar . . . .  Des Jumlah 

Penerimaan 
( 1 ) (2)  (3) (4) (5)  ( 1 4) ( 1 5) 

Catatan : Form ini digunakan untuk tingkat Satker, Unit Eselon I dan 

Kementerian Negaraj Lembaga 
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Tata Cara Pengisian Rencana Penerimaan Dana: 
( 1 )  Diisi kode akun PNBP Fungsional yang akan diterima Satker 
(2 )  · Diisi target penerimaan per j enis akun PNBP Fungsional 
(3 )  s . d .  ( 1 4) Diisi jumlah target penerimaan per bulan sesuai target yang 

telah di ten tukan 
( 1 5) Diisi jumlah penerimaan dari Januari sampai dengan Desember 

FORMULIR 8 
RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT KPPN TAHUN ANGGARAN 2 0XX 

KPPN 
Kode Satuan Pagu Jan Feb Mar . . . .  Des 

Kerj a  
( 1 )  (2 )  (3)  (4)  (5) (6) ( 1 5) 

Tata Cara Pengisian Rencana Penerimaan Dana tingkat KPPN : 
( 1 ) Diisi kode akun PNBP Fungsional 
(2 )Diisi uraian dan kode satuan ketj a  dan jenis penerimaan 
(3 )Diisi jumlah pagu 

Jumlah 

( 1 6) 

(4) s . d .  ( 1 5) Diisi jumlah penerimaan per bulan sesuai target yang telah 
ditentukan 

( 1 6) Diisi jumlah penerimaan dari Januari sampai dengan Desember 

FORMULIR 9 
RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT KANWIL DJPBN TA 20XX 

KANWIL 
Kode KPPN Pagu Jan Feb Mar . . . .  Des Jumlah 

( 1 )  (2)  (3) (4) (5) (6) ( 1 5) ( 1 6) 

Tata Cara Pengisian Rencana Penerimaan Dana tingkat Kanwil DJPBN :  
( 1 )  Diisi kode akun PNBP Fungsional 
(2 )  Diisi  uraian dan kode KPPN dan jenis penerimaan 
(3) Diisi jumlah pagu 
(4) s . d .  ( 1 5) Diisi jumlah penerimaan per bulan sesuai target yang 

telahdi ten tukan 
( 1 6) Diisi jumlah penerimaan dari Januari sampai dengan Desember 
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FORMULIR 1 0  
RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT NASIONAL TA 20XX 

Kode Kanwil Pagu Jan Feb Mar . . . . Des 
( 1 )  (2) (3) (4) (5) (6) ( 1 5) 

Tata Cara Pengisian Rencana Penerimaan Dana tingkat Nasional : 
( 1 )  Diisi kode akun PNBP Fungsiorial 
(2) Diisi uraian dan kode Kanwil DJPBN dan jenis penerimaan 
(3) Diisi jumlah pagu 

Jumlah 
( 1 6) 

(4) s . d .  ( 1 5) Diisi jumlah penerimaan per bulan sesuai target yang 
telahdi ten tukan 

( 1 6) Diisi jumlah penerimaan dari Januari sampai dengan Desember 

4 . 2 .  PEMUTAKHIRAN RENCANA PENERIMAAN DANA 

Pemutakhiran Rencana Penerimaan Dana dilakukan apabila dalam 

bulan berj alan terdapat perbedaan antara realisasi penerimaan dan target 

perierimaan yang telah ditetapkan . Dalam hal realisasi lebih rendah, maka 

Satker harus mengambil langkah-langkah agar Rencana Penerimaan Dana 

dapat tercapai . Realisasi penerimaan yang rendah tentunya akan berakibat 

berubahnya pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari 

penerimaan tersebut. Demikian pula sebaliknya, j ika realisasi lebih besar 

dari Rencana Penerimaan Dana, maka Satker · dapat mempercepat 

pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari penerimaan dimaksud . 

Hasil pemutakhiran tersebut digunakan sebagai dasar mengajukan 

revisi anggaran, berupa ralat Rencana Penerimaan Dana pada DIPA yang 

memuat RPD Bulanan dan/ atau Rencana Penerimaan Dana. Revisi 

dilakukan sesuai . ketentuan yang ada, sedangkan pemutakhirannya 

dilaksanakan pada akhir bulan berkenaan . 

Dalam rangka pemutakhiran Rencana Penerimaan Dana tingkat 

Satker, Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara 

atau Bendahara Penerimaan menyusun Daftar Realisasi Rencana 

Penerimaan Dana. 
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Penyusunan Daftar Realisasi Rencana Penerimaan Dana tersebut 

dilakukan untuk PNBP fungsional yang telah disetorkan ke Kas Negara pada 

bulan berkenaan dengan menggunakan format sebagai berikut: 

FORM 1 1  

DAFTAR REALISASI RENCANA PENERIMAAN DANA TA 20XX 

Kernen terian 
N egara/ Lembaga 
Unit Eselon ! / Program 
Satker 
Kode Target Jan Feb Mar . . . . Des 

Penerimaan 
( 1 )  (2) (3) (4) (5) ( 1 4) 

Tata Cara Pengisian Rencana Penerimaan Dana: 

( 1 )  Diisi kode akun PNBP Fungsional yang akan diterima Satker 
(2)  Diisi  target penerimaan per jenis akun PNBP Fungsional 

Jumlah 

( 1 5) 

(3 )  s . d .  ( 1 4) Diisi jumlah realisasi penerimaan per bulan yang sudah disetor 
ke Kas N egara 

( 1 5) Diisi jumlah realisasi penerimaan dari Januari sampai dengan Desember 
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BAB V 

PENUTUP 

Dengan adanya Modul RPD Bulanan, RPD Harian, clan Rencana 

Penerimaan Dana, maka semua Satker telah memiliki suatu pecloman umum 

dalam menyusun dan menyajikan informasi terkait rencana pelaksanaan 

kegiatan, rencana penarikan dana bulanan, rencana penarikan dana harian clan 

rencana penerimaan dana. Hal ini diperlukan dalam rangka memastikan 

tercapainya output kegiatan, kesesuaian, ketepatan, clan kuali tas belanja 

pemerintah sekaligus memperbaiki pola penyerapan anggaran yang lebih 

proporsional untuk mengoptimalkan multiplier effect clari pengeluaran negara . 

Implementasi penyusunan RPD clan Rencana Penerimaan Dana akan membantu 

Satker dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan clan penyerapan anggaran 

dengan lebih teratur sesuai arab. kebijakan dan target yang telah ditetapkan oleh 

unit kerja eli atasnya. 

Informasi dari RPD dan Rencana Penerimaan Dana akan membantu 

Kementerian Keuangan selaku BUN/Kuasa BUN dalam mengambil keputusan 

dalam rangka pengelolaan likuiditas. Salah satu bentuk pengelolaan likuiditas 

tersebut dilakukan dengan cara mengambil tindakan yang efektif clan efisien 

dalam rangka mengoptimalkan kelebihan kas atau menutupi kekurangan kas. 

Oleh karena itu, diperlukan akurasi perencanaan kas yang tinggi, sebagai hasil 

usaha konsisten dari seluruh pihak yaitu Menteri Negara/Pimpinan Lembaga 

(yang berkewajiban memberikan clatajbahan untuk pembuatan proyeksi 

penenmaan dan pengeluaran) , maupun Menteri Keuangan selaku Kuasa 

Bendahara Umum Negara yang mengelola data tersebut .  Peningkatan 

kualitasj akurasi perencanaan kas sendiri adalah suatu proses yang cliharapkan 

akan semakin baik dari waktu ke waktu, se1nng clengan peningkatan 

pemahaman dari seluruh Satker . 

S alinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO UMUM . 
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